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ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas tentang Percobaan pembunuhan sebagai

Penghalang Kewarisan. Permasalahan yang ditelili, Bagaimanakah konsep

p"r"-obuun- p"mbunuhan menurut hukum pidana I slam hubungannya dengan
'nrtm piau"" di Indonesia? Dan bagaimanakah persepsi ulama Fiqih konteksnya

;;;t""' Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 tentang percobaan pembunuhan

r"U-ig"i p"rgi,"lang kewarisan? Dari permasalahan tersebut, tujuan yang akan

ai""i"i d*i i"*litfan tersebut untuk mengetahui tentang Percobaan pembunuhan

*""'rt"t kons"p huku* pidana Islam hubungannya dengan hukum 
-pidana 

di

i"a"""ti^. Dan persepsi Uiama Fiqih konteksnya dengan Kompilasi Hukum Islam

pu*f fZl tentang peicobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan'

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum pidana Islam dan Hukum

piaunu fnaon"tia serta lindekutun kuiduh fiqih Jinayat- Hal ini dimaksudkan
'*"rgi.gut belum diternukan secara khusus dalam hukum waris Islam yang

*.ry",it* bahwa pelaku percobaan pembunuhan te119suk terhalang menerima

**i.* ,"Uugulman:a maksud pasal li3 Kompilasi Huklm Islam di Indonesia,

rJu"gk; pe"ndekatan Fiqih Jinayat dan hukum pidana Indonesia dimaksudkan

gr* ir.tgia"r,ifftasi istilah "percobaan pembunuhan". untuk nrengetahui berat

;id;k"y; inkri hukr. bagi pelakunya yang pada gilirannya akan berdampak

p"J" *.n"f. tia*nya ahli niaris yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap

pewaris harta (m uwar is).

Hasil penelitian bahwa percobaan pembunuhan menurut hukum pidana

Islam, memiliki tahapan yang meng*utt pada perbuatan pidana (Jdriztdft)' yakni

"J"-.i"i, "a" "f", 
dan aiu pilukturrun perbuatan' orang yang daPat dikenakan

."*tf jik" mempersiapkan alat dan telah dipergunakan untuk rnembunuh

meskipuntindakanyangtelahdilakukanbelumselesaidilaksanakarr"makaatas
perbuatan tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi'

Scdangkan percobaan pembunuhan menurut hukum pidana di Indonesia"

memiliki p"ersyaiatan yakni: maksud kejahatan itu sudah nyata' tindakan

metatutan t<e;anatan itu sudah dimulai, dan perbuatan yang cenderung -"Y".k:
"i"ft 

t":"f,"r;l meski tidak berakhir dengan terbunuhnya korban atau disebut

dengan tindak pidana pembunuhan tidak selesai

Adapun persepsi Ulama Fiqih konteksnya dengan.Kompilasi Hukum Islam

Pasal 173 tentang plrcobuan pembu"uhat' sebagai penghalang kewarisan' Syaf i
.."V.t"t"" p"rriUu.,ut u" tidak sengaja, menghalangi hak waris' persis dengan

f"rntun.,t un^ r"ngaja, ia tidak membedakan kondisi pelaku anak-anak ataupun

it-g gifu. nnmai 6in Hambal, pembunuhan yang mengahalangi hak memperoleh

*arilui k-"nu dijatuhi hukuman qishash Abu hanifah berpendapat pembunuhan

menyebabkan teriralangnya hak aias waris, pembunuhan yang berakibat adanya

qishash, diyat atau kafirit, termas'tk di dalamnya pembunuhan tidak sengaja'



ABSTRAC

The study explains about murder attempt as the hindrance of inheritance' The

nroblems which be srudied are: How the coniept of murder attempt accoldjng to,ilffiil'il;;;iilEh 
and connection to criminal law in tndonesia? And

ffiArh"i ,h" ;erception of nqt' Lturni" scholar (the context) to compilation of

i.f..i" f"* ,ection iZ3 about murder attempt as-the hindrance of inheritance? From

ifr" pi"Uf".. above, the purpose that will be reached from the study is to know about

the murder attempt according to l"furnit *Tt-nu] law.and the connection to criminal

law in Indonesia. And the i.""ption of fiqh Islamic scholar (the context) to the

**pii",." "f 
Islamic law'section 173 about murder attempt as the hindrance of

inheritance.'^..'--- 
Thi, study uses the Islamic criminal law approach and the criminal law in

Indonesia and the norm of murder (iinoyat) fiqlr if be. minded because have not

;;;; ft;ia.t in th" t lumic t'e'itage dlv'.wlicl said that actor of the murder

.i.t pii"tf"a"O the hindrance to recalied the inheritance as said at section 173 the

;;;i",i"; of Istamic tu* in rndon"tia, while the fiqh iinavat apptoach. and

Indonesia criminal law be minded to identiff as the term "murder attempt" to qolv

the "heavy'' of law sanctio" ior the a"tor' thot ut the time will be imfacted to the right

oir"".i*t *tti"r, doing the murder attempt to heir (mawaris)'

The result of the study is the murder attcmpt according to Islamic -criminal
law has steps that direct to-J.irninuf action (iarimih)'. t"y at" plan's tool 

-(s) 
and

action. The man can g;t" t".ii-* 
-ii 

ft"put"-tt'" toli G) and has been used to kill

;;;il;h iiie uctioi *hith hu"'been done' have not finished be done' so

,"""iai"it" tft" action, the actor can give the section' 
-

Eventhought tlt" .;;;; att"ipt ac"craing to Islamic law in Indonesia' has

some conditions, they are: fft" pttp"ti of crime ii-real' the action of crime has been

a"ti 
^J,t " 

action tend ;;'il"' although it it finish by not killing the victim or

called as unfinished murder action'
Accoiding ,o p",tJp-ti-* of fiqh Islamic scholar 1"'" :"-"lt1tl-t-"^-t1?

.ornpifution of Iilamic law iection 1?3 about murder attempt as the hindrance ol

inheritance, Syaf i said that unpurposed murder' as hindrance of inheritance' like is

;rrp;.;J;*a"r, he does not d'ifferent the condition whether children or crazy man'

Ahmad bin Hambal said ,t"iti" **a* which kept the right in getting inheritance

;;;;by punished "t qxiiit'' Abu Hanifah has opinion that the murder cause the

hindrance of inheritance irli" In*a* which caused of qishash, diyat or kafarat,

included the unPurposed murder'
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BAB I

PENDAHULUAN

.4- Latar Belakalg

Dalaln ajaran Islarn telah diatur ketentuan nrasalah waris mewarisi harta

peninggalan yang ditinggalkan oleh ahli mayit' dengan persyaratan diantaranya

jika pemilik harta telah meninggal dunia secara hakiki' kemudian dikeluarkan

biaya penyelenggaraan jeoazah pemilik harta dilunasi hutang-piutangnya dan

jika ada wasiat yang berkaitan dengan penggun&m hartanya' maka wasiat tersebut

wajib ditunaikan. Untuk selanjutn ya harta yang tersisa dapat dibagikan kepada

ahliwarisdenganketentuanyangtelahdigariskandalamkitabullah(Al.Qu/an).

Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Mustim Nabi Sawr ' 
menyatakan:

r t6; ri; ,:J,.tl'J\3 e(r'{'u;ll\, '#'i:,31t e.r|';iiill.d;

i\r, j[ "\i a] * i),* iv'ii t'#v#\ e$'* tft gtrl
.:, ...

:rjS . . irqt!',* 
,;11.;l\ 

y\'#'Ji,#r1'^;;'ir'S,- i(S;,

(of :.^ \LLY ,\Stbl\6t i,l#
Artinya : "Memberitahukan kepadaku-Ish": lp.fttl.ri* dan Muhammad bin

Humaid dan fafatttya dari lbnu Rafii' kata lshaq membertah+* d-
berkata teduanva terakhir kali memberitahuku Abdurrazaq

mengabarkan ftf"i"'f a"i Ibnu Thawus dari aytlny.a &" P':1bl3
kataiya, Rasulullah Saw' Bersabda: Ba-qLkanlah harta dnntara arul

waris berdasarkan kitabullah (at'quran) ';2 (Imam Muslim' Terjemah;

Adib Bisri :60).

I Muslim Al-I-tajai, (t ,th), Shahih Mustin' Berut Darul Fikri' hal 53'

';;;;;;, d'dl't,'riij","n sn*in uuslin' Asv-Svifa: Semarans'hal 60



Makna yang pembagian warisan dilakukan berdasarkon Aito$ul{r'h

sebagaimana hadis Nabi Saw. di atas, berlaku bagi ahli waris yang tidak terhalang

untuk menerima warisan. Berbeda dengan ahli waris yang terhalang menerima

warisan seperti ahli waris telah membunuh pemilik harta, maka ahli waris

tersebut tidak mendapat perolehan harta warisan, sebagaimana pemyataan Nabi

Saw. dalam kitab hadis Sunan Ibnu Majah3:

)) i ,,"i",t),) S*t"* ; U.4r jLr ,:-:Ar gU.',;;tx';
. s;. I S Ei ir, ! ;,1,' :nt,b :'( ;$,.r'tt 

"rj,tj ? y- Vy9
Artinya: Memberitahukan kepada kami Muhammad bin Romhin (orang Mesir)

memberitahukan kepadaku Al-t ais bin Saad dari Ishak bin Abi Farwah,

dari Ibnu Shihab, dari Humaidi dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Saw

bersabda: 'Pernbunuh tidak boleh mewarisf'. (H.R. Abu Daud) 
a

Selain hadis di atas, Fatchurrahman menyatakan bahwa pembunuhan yang

dilakukan oleh ahli waris terhadap mtmaris, baik dilakukan secara langsung oleh

ahli waris ataupun dengan perantaraan orang lain, menyebabkannya tidak berhak

mewarisi harta peninggalan muwaris.'

Dari ketentuan hadis dan pendapat Fatchurrahman tersebut Konteks yang

mendasari seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang

di bunuh karena pembunuh adakalanya memiliki tetrdensi mempercepat kematian

orang yang akan mewariskan, sehingga pelaku dapat mewarisi harta

I lbou Majsh, Sunan lbnuMajah, Beirut: Darul Fiki, (1343 Wl930M),haI.43
' Abdullah Sonha.ii (Trans), IerTaaa, .llr nan lbnu Majah,Itlid 3, Cet t, 1993, Sernarang: fuy-

Syi&, hal. 43.

' Farchurrahman,Iln u Mqwaiq Bandung: PT Al-Ma'8rif, I971, hal. 85



1

peninggalannya. Dengan demikian maka dihararnkmnya mewarisi dari hasil

pembunuhan atas dasar sadd adz-dzara'iu - Hubungannya dengan sadd adz-dzata'i

tersebut, disebutkan dalam kaidah fiqih:

,Yir?*i(&V'J'.:t\ f
Artinya: "Barang siapa yang mempercepat atau tergesa-gesa terhadap sesuatu

yang belum tiba waktunya, maka harus menanggung akibat tidak

mendapatkan sesuahr ittt."7

Kaidah di atas merupakan salah satu asas untuk menetapkan hukum

bahwa ahli waris yang melakukan pembunuhan tefiadap pewaris, rnaka ia tidak

berhak mendapatkan harta peninggalan nya. Jika dicermati dengan seksama

mengapa seorang pembunuh diharamkan mewarisi harta peoinggalan tersebut

supaya ia tidak menjadikan tindakan pembunuhan sebagai jalan untuk

mempercepat pcmbagian harta waris. Dengan demikian' sudah meqiadi keharusan

bila semua bentuk pembunuhan meqiadi sebab terhalangnya mewarisi agar celah

rururk melakukan tindakan pernbunuhan terbadap pemilik hatu tersebut menjadi

tertutup.

u A*i, Sy"rifudin mengutip pendapat Ibnu Qayyim bshwa sadd qdz4zarr'i adalah apa saja

yang menjadi perantaB dan jalsn untuk m€ncapai s€suatu. tabih lanjut Amir Syarifuddin manjeLaskan

6"f,* *i."p perbuatan yang secara sadar dilatcukan oleh s€s@.ang pasti mempun'ai tujurn tertennt

yang jelas, tanpa -".p"rro"lk* apakah perbuatan yang dituju itu baik 8t8u buruk, mendatangkan

,n*i.ut uruupun mudant, dan sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada

scr€nEtan perbuatan yang mendahului nya scbagai fahap derni tahap 8tau sebut saja kronologi

masalah. I-iBt, Amir Sfrifudi" dalam Ushul Fiqih 2, CeLKe-I, Jakarta: Logos, 1999' h 3 -399 
.

' Muhlish \)snan' Kaidoh-Kaidah Llshuli)'ah dan Fitlhiyah, Pedomon Dasar dalam Istinbat

Hukum Islam, Cct K62, Jakada: Rajarrali Press, I 997, h- I 70.
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Berbeda dengan ketentuan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, Pasal '173 lebih menekankan bukan saja pembunuh yang tidak

mendapat warisan tetapi pelaku yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap

pewaris termasuk orang yang tidak berhak menerima warisan' Untuk lebih

konkritnya substansi KHI Pasal 173 bahwa:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya

berat pada pewaris.
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris

teiah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun

penjara atau hukuman yang lebih berat

JikadicermatipadaketentuanyangadadalamKompilasiHukumlslamdi

Indonesia, penghalang dalam kewarisan tidak saja pada pelaku pembunuh saja

tetapi seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan termasuk dalam

kategori tidak berhak menerima waris. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut,

mengingat maksud yang tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

tersebut, mengingat secara logika bahwa isi pasal tersebut dapat dijadikan sebagai

langkah preventif guna menghindari terjadinya penganiayaan yang mengarah

padaterbunuhnyapewarisolehahliwarisyangmenginginkanharta\,/arisanlebih

cepat untuk dikuasai.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti secara

mendalam mengenai upaya pembunuhan sebagaimana maksud Pasal 173 yang

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam untuk memahami serta di analisis melalui
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berbagai aspek hukum terkait dengan tindak pidana percobaan pembunuhan

konteksnya dengan terha'lang tidaknya pelaku dalam menerima warisan' Adapun

judul penelitian dimaksud tentang: PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI

PENGHALANGKEWARISAN.(StudiPerspektifUlamaFiqihdenganPasal

173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)'

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian terhadap fokus pembahasan

yang tertuju Pada:

1. Bagaimanakah konsep percobaan pembunuhan menurut hukum pidana Islam

hubungannya dengan hukum pidana di Indonesia?

2. Bagaimanakah persepsi Ulama Fiqih konteksnya dengan Kompilasi Hukum

Islam Pasal 173 tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai argumentasi ulama fiqih

dalam hal

1. Percobaan pembunuhan menurut konsep para ahli hukum pidana Islam

hubungannya dengan hukum pidana di Indonesia'

2. Persepsi Ulama Fiqih konteksnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173

tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan'

B. Rumusan Masalah.
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D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

I . Untuk pengembangan wawasan pengetahuan ilmiah dibidang fiqih dalam

ruang lingkup percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan'

2. Sebagai bahan kegiatan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan substansi

hukum percobaan pembunuhan yang dapat menghalangi penerimaan

kewarisan.

3. Sebagai I'tibar atau pembelajaran bagi peneliti sekaligus sebagai informasi

pemikiran guna menambah khazanah literatur kesyariahan di Perpustakaan

STAIN Palangka RaYa.

E. Tinjauan Pustaka.

Untuk mendeskripsikan tentang istilah "percobaan pembunuhan" diperlukan

pengertian yang mendekati pada maksud yang dikehendaki' Dalam kamus

lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata mencoba berarti berusaha untuk

mengetahui keadaan sesuatu; berusaha melakukan ses'rat"'t Kemudian kata

bunuh diartikan dengan mematikan atau menyebabkan mati'e

Pemahaman dari pengertian di atas, percobaan pembunuhan secara sederhana

dapat dipahami dengan suatu usaha seseorang atau seseorang itu berusaha untuk

E Hoetomo, M.A, Kamus Lengkap Bahaso Indonesia' Surabaya: Mitra Pelajar' 2005'

t /6id, hal. l 09.

hal. 123
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melakukan sesuatu yang menyebabkan matinya orang lain atau hilangnya jiwa

seseorang, dalam konteks perbuatan mematkan orang lain itu belum terlaksana'

Selanjutnya untuk memperluas pengertian percobaan pembunuhan'

diperlukan dua konsep hukum yaitu hukum pidana Islam (Frqilr Jinayat) dan

hukum pidana Indonesia'

a. Konsep Hukum Pidana Islam tentang Percobaan Pembunuhan

Dalam literatur fiqih yang memaparkan bahwa hanya pembunuhan

yang menyebabkan kematian saja yang dijadikan penghalang kewarisan'' itu

pun pembunuhan sengaja sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja masih

merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan

ulama.

Mengenai dicabutnya hak s€seorang hanya karena percobaan

pembunuhan atau penganiayaaq apalagi memfitnah meskiprm ini merupakan

tindakan kejalnta& namm tidak serta merta dapat menghilangkan hak seseorang'

apalagi jika pewaris yang di aniaya belum meninggal serta telah memberikan

maaf kepada pelaku lang telah mencoba membunuhnya' Selain itu dalam

bebempa kitab hadis nabi, tidak ditemukan bahwa percobaan pembunuhan

dianggap terhalang menerirna warisan Adapaun ahli war's yang tidak berhak

manaerima warisan diantaranya karena telah melakukan pembruruhan kepada

pemilik harta, saMa Nabi Saw dalam kitab Sunan an-Nasa'iro:

ro Syekh Al-hafiz Jalaluddin As-Syayuli, Sunan Nasa'i Juz "'' (Beirut: Daru

t l/ 1930 M), hal. 231

I Fiki, 1343
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Artinya: "tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi"'rl

Makna hadis di atas secara tegas dinyatakan bahwa seorang

pembunuhlah yang tidak menerima waris, dan bukan perbuatan percobaan

pembunuhan. Selanjutnya mengenai keterhalangan seseorang dalam

menerima waris karena alasan percobaan pembunuhan' Perlu diketahui'

maksud dengan istilah percobaan pembunuhan dalam konteks hukum lslam'

Dalam pembahas anfiqih Jinayat, menurut Ahmad Hanafi bahwa teori

tentang percobaan melakukan di sebut dengan tindakan jarimahtz ' dijelaskan

bahwa tidak ditemukan di kalangan fuqaha tentang istilah percobaan

pembunuhan. Hanafi menambahkan bahwa Istilah "percobaan" dalam

pengertian teknis yuridis juga tidak dikenal oleh para fuqaha' Mereka hanya

mengistilahkan percobaan dengan sebutan jarimah yang telah selesai atau

jarimah Yang belum

membicarakan isi teori

selesai.t3 Hal ini bukan berarti mereka tidak

atau substansi tentang "percobaan", melainkan

menurut Ahmad Hanafi karena tidak membahas secara khusus tentang tindak

pidana percobaan karena dua hal:

rr Bev Arifin- Teriemqh Sunan Nasat, Jilid 3, Cet l (Semarang: Asy-Syifa' I

"lii,^rii'"ilr''arii["* ,i^u"t pidana Lihat Ensil< lopedi Hukun lslam jili
993), hal ...
d.l, Jakarta: Van

Hoeve. 1997. hal. 806.

" Ahmad Hanafi, ,{sos-,{sas Hukum Pidana Islam' Cetakan Ke-lV' Jakarta: Bulan Bintang

1990. hal. I l8
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Pertama.DercobaanmelakukanJarimah(tindakpidana;tidak
dikenakan hukuman hu,lta alat qisasts melainkan hukuman ta zir'"

;;;;i;;il; b€ntuk atau jenis dari iarimuh tersebut' Para tuqaha lebih

t"iy"t-,""'-f"tuskan kepaia ja rimah-iarim.ah had alau Hudud dan qisas

a,yi, ittutu-un denda), karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa

-'"rnufu.i Derubahan dan hukumannya juga sudah ditentukan jenis atau

#iil;; i""-", iia"l dikurangi utuu ait"tit't*' Lebih lanjut untuk

'hril;;;;r;#i' u' r, i, dalamhal-rnenghina orang-atau menghianati titipan

;;"r-a ihmad Hanafi dalam pelaksanaannya sebagian besar diserahkan

kepada penguasa negara untul menentukan jenis hukumannya baik

.J"y".gif.ttl"Ustansitindakan hukum yang dilarang oleh syara' ataupun

yung dilu.ung menurut penguasa tersebut' 
!7

Kedua, dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara'

tentang hukuman iarimah la'zir, rnaka aturan-aturan khusus untuk

;;;il;drk prrt,, aha*u,t, sebab hukuman- Ia'zir dijatuhkan atas setiap

'perbuatan kesalahan yang tiiak dikenakan hukuman had atau kifarat

IJ"tJ"i. o""g". kata iairisetiap perbuatan yang. dianggap suatu kesalahan

if.ftii,rti"t iijatuhi hukuman ta Zir selama-tidak dikenakan hukuman /rad

ii"-ittiri karena hukuman t'ud aun kifarat hanya dikenakan atas delik

pia"ru'i"n"*u yang benar-benar telah selesai dilakukarL artinya setiap

;;il (m"mutar=l sesuatu perbuatT .yu.lc dilarang hanya dijatuhi

hukuman ta,zir, dan percobaan itu sendiri dianggap ma,siat (kesalahan)

vaksi iarimahvang telah ,.f".uijugu" meskipun mirupakan satu bagian saja

iilffi;;i;iffit;;i;t" vd *"mbent'uk i*!!?h vang tidak selesai

;;i;; *d bagian itu ,.nditi 
-dil*ung' Maka tidak aneh kalau sestlatu

perbuatan semata-mata *""j"d';;"d i *i^.oh : oI ioli':,-T,tpib**
iengan perbuatan lain maka akan membentukT'arirnoh yang laln lagl'

ra Had yaitu hukuman, disebutkan bahwa hukuman mati bagi anak lantaran

"r-g 
,r""i..'iiir"i io;uai eU, habieb (ed' al\ Ensiklopedi 

''?a/q 

Cetakan ke Il
membunuh kedua

. Jakarta: Pustaka

t'"':ttl;iJL,asan). 
prinsip vang diberlakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak

kejahatan peflganiayaan. Lihat, c;ii"cl;tt;' ;;;;i1 ip'ai tti^'c"ru** ke ll' Jakarta: raja Grafindo

Perkasa. hal.328
ru Ta'zir yaitu hukuman atau sanksi bagi pelanggaran yang diserahkan kepada kebijakan hakim

vans meliouti bentuk teguran' t;;;;i';; [i.n"r?"..i'' aiau bahkan dalam bentuk dera Lihat'

'dl?,t:;il;;:;;i;;;;;1;i;^;.c;"'k;; k;ir. i;karta: raja cranndo Perkasa' h' 4rr' fihar pura

ilrtitttiii iti*r. tilaniilid 5 Jakarta: Van Hoeve' 1997' hal' l77l
t'Ahmad Uonufr',lruue'on iu*ui Pido" /slan' Cetakan Ke-tv' Jakarta: Bulan Bintang'

1990. hal. I l8
rE Ahmad Hanafi, I6id hal. I 19
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Dari paparan di atas, bahwa istilah percobaan tindak pidana

pembunuhan dalam hukum Islam khususnya ulama fiqih' tidak dikenal secara

khusus. Namun mereka mengistilahkan dengan sebutan perbuatan pidana

yang belum selesai (percobaan pidana, pen) dan perbuatan pidana yang

selesai (telah melakukan pembunuhan) '

b. Konsep Hukum Pidana Positiftentang Percobaan Pembunuhan

Dalam hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia'

masalah perbuatan tindak pidana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. Konsep percobaan pembunuhan selala umum dalam hukum pidan4

suatu perbuatan yang dilakukan dengan tahapan tertentu' Dalam penjelasan

Soenarto Soerodibroto, seseorang dikatakan melakukan perbuatan percobaan

pembunuharl apabila tersangka telah berniat untuk membuat orang pingsan

dan kemudian membunuhnya dengan gas beracun' Tindakan yang demikian

sudah ada tindakan permulaan melakukan kejahatan pembunuhan ketika ia

memasuki rumah dan kamar tidur orang laiq kemudian memukulnya dengan

martil (palu) Yang dibawanYa. 
r e

t'Soenaflo Soebroto, 1999, KUHP dan KUHAP dilengkapi dengan Yurisprudensi Ma

Agung dan Hoge Raad. Cet.lV' Jakarta: Rajawali Press' hal 48'

hkamah
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Selanjutnya Soenarto menambahkan, pembunuhan yang direncanakan

terdiri dari dua tahap, melakukan permulaan dari tahap pertama merupakan

permulaan melakukan niatnYa.2o

Secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana' bahwa

percobaan disebutkan pada bab IV, Pasal 53 sebagai berikut:

l) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah

ternyata dari adanya pelaksanaan , dan tidak selesainya pelaksanaan itu'

bukan semata-mata dlebabkan karena kehendaknya sendti'

2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan

dikurangi sePertiga.

3) Jika kejahatan diancam dengan pidana Tuti 1t* pidana penjara seumur
' 

hidup, iijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun'

4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai'

Sugandhi menjelaskan, kata "percobaan" ialah suatu kegiatan yang

mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan' atau

sudah memulai untuk melakukan sesuatu tetapi tidak terselesaikan karena

suatu sebab. Sedangkan dalam Pasal 53 tersebut bahwa percobaan melakukan

kejahatan dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi beberapa syarat' yakni:

maksud kejahatan itu sudah nyata, tindakan melakukan kejahatan itu sudah

dimulai, dan perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak

terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian' tetapi bukan

karena kehendak pelaku itu sendki.2l

'o Ibid.

'?l R"'Iugandhi, KUHP dan Penjelasanrrya, Surabaya : Usaha Nasional' 1980' hal' 64'
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Dari penjelasan pasal tersebut di atas, yang dimaksud dengan percobaan

pembunuhan itu adalah suatu perbuatan yang mengarah pada ke sesuatu

hilangnya nyawa orang lain, tetapi perbuatan tersebut tidak sampai kepada

tujuan untuk menghilangkan nyawa orarlg lain, atau seseorang telah memulai

untuk melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain

tetapi tidak terselesaikan.

F. Metode Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Usial

Fiqih dan Fiqih *rta hukum pidana positif' Pendekatan melalui ushul fiqih

dimaksudkan mengingat belum ditemukan secara khusus dalam hukum waris Islam

yang menyatakan bahwa pelaku percobaan pembunuhan termasuk terhalang

menerima warisan sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, sedangkan pendekatan fiqih dalam hal ini dimaksudkan adalah Fiqih

Jinayardarthukllmpidanapositif,dimaksudkangunamengidentifikasimaksuddari

istilah "percobaan pembunuhan" untuk mengetahui berat tidaknya sanksi hukum

bagi pelakunya. Hal ini akan berdampak pada berhak tidaknya ahli waris yang

melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris harla (mrwar i s)'

CikHasanBisrimengungkapkanbahwalandasanteologisdidasarkankepada

keyakinan terhadap keberadaan' kekuasaaq dan kehendak Allah Swt' Landasan

filosofis didasarkan kepada al'Maqasid al-Syar'iyah ( tujuan hukum Allah )'

Landasan yrridis didasarkan kepada cakupan dan kekuatan dalil' Kemudian
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dipahami cakupan dalit metiputi dalil yang bersifat makro (kull) ' dan dalil yang

bcrsifatmikro(.Iuz'i).Sedangkankekuatandalilsecaraumummeliputidalilyang

past\ (qat'i dilalah) dandatil yang samar-samar ( zanny dilalah )' Secara rinci'

terutamayangdigalidariAl-Qurandanhadis,daliltersebutberupanasyang

dinyatakan secara deskiptif, yang membutuhkan pendekatan filosofis' dan

. ,. )7
vrrrl(lls_

Selanjutnya penelitian ini adalah penelitian pustaka (/ibrary research) yaitu

penelitian yang dilakukan dengan jasa kepustakaan sebagai sumber data tertulis

yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dengan melakukan pendekatan deduktif

yaitu pembahasan yang dimulai dengan mempelajari dan mengemukakan hal-hal

yang bersifat umum menuju pada pembahasan yang bersifat khusus' dan

pendekatan yang bersifat komparatif yaitu membandingkan beberapa pendapat

ketika terjadi triangulasi data untuk memperoleh gambaran permasalahannya'

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini berdasarkan pendapat Waluyo

bahwa pendekatan yang bersifat normatif ( legal research') juga disebut penelitian

hukum normatif yaitu penelitian hukum doktrin, juga disebut sebagai penelitian

pustakaalaustudidokumen,karenapenelitianinilebihbanyakdilakukanterhadap

data primer dan sekunder.23

Data primer terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw' sedangkan data

sekunder d iantaranYa:

2? Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh, Jakarta : Prenada Media' 2003' Jilid l' hal 50' 
- -

" ;;;;;;; *;;.,'iinana' nu*u''Dolam Prakrek' ( Jakarta : Sinar crafika' l99t )' hal' l3
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1 . Literatur Tafsir Al-Qur'an

2. Kitab-kitab Fiqih dan Ushul Fiqih

3. Literatur Hukum Kewarisan Islam terdiri dari berbagai pengarang

4. Fiqih JinaYat

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH-Pidana) dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)'

Selain itu penulis juga menggunakan data tersier' yaitu berupa Kamus'

Ensiklopedi, Jurnal, hasil karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema

penelitian.

Adapun Instrumen penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data dari bahan

primer dan sekunder yang bersifat umum dilakukan dengan mengklasifikasikan

data yang terkumpul, berdasarkan hasil idasifikasi data, dilakukan klasifikasi data

yang lebih spesifik dengan proses seleksi serta mempelajari nla secara mendalam

tlan objektif sehingga sumber data ters€but dapat terangkum'

Pola penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif' yaitu

menggambarkan apa adanya dengan cara penalaran deduktit yang mengarah pada

pola pikir silogisme. Dalam menganalisis data dilakukan melalui pendekatan

komparatif yang tentunya tidak terlepas dari meto de content analysrs ( analisis isi )'

Sebagaimana yang diungkapkan Cik Hasan Bisri metode conlent analysis

dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat norrnatif' Kandungan AI-

Qur'an dan pemikiran fuqaha dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah
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bahasa atau kaidah-kaidah lain yang telah di kenal seperti kaidah Ushul dan Kaidah

fiqih.2a

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini disusun dalam empat bab'

sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah mengangkat

topik penelitian tersebut, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam

tulisan ini sekaligus sebagai landasan untuk membatasi masalah yang akan

dibahas sehingga penelitian akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih

signifrkan, tujuan dan kegunaan penelitiag kajian pustaka' metode penelitiarl dan

sistematika Pembahasan.

Bab II, deskripsi dan analisis rumusan rnasalah pertama tentang Percobaan

pembunuhan menurut konsep para ahli hukum pidana Islam hubungannya dengan

hukum pidana di Indonesia.

Bab III, deskripsi dan analisis rumusan masalah kedua tentang percobaan

pembunuhan menurut konsep para ahli hukum pidana Islam hubungannya dengan

hukum pidana di Indonesia.

Bab IV, Bab kelima penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta

saran penulis atas hasil penelitian yang telah dicapai'

?o Cik Hasan Bisri, Opcit Penunrlz ...hal. 53



BAB II

KONSEP FIQIH JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PIDANA TENTANG PERCOBAAN PEMBUNUHAN

A. Percobaan Pembunuhan Perspektif Fiqih Jinayat dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Indonesia

Percobaan Pembunuhan Perspektif Fiqih Jinayat

lslilah Jinayal dalam syari'at Islam ialah segala tindakan yang

dilarang oleh hukum syari'at melakukannya' Perbuatan yang dilarang

tersebut dimaksud harus dihindari, mengingat perbuatan jinayat dapat

menimbulkan bahaya, sepe(i dapat menghilangkan jiwa orang' merusak

akal (inteligensi) seseorang, harga diri, harta benda orang lain dan juga

merusak agama'l

Adapun konsep yang terdapat dalam Fiqih Jinayat tentang percobaan

pembunuhanmemilikibeberapatahapanhinggapadaakhirnya

terlaksananya perbuatan pidana (Jarimaft)' Tahapan seseorang yang

diduga kuat telah melakukan tindak pidan4 ada tiga tahapan sebagai

bcrikut:

a Ada niat, rencana atau pemikiran melakukan tindak pidana oleh

pelaku;

b. Ada alat yang telah disiapkan untuk melaksanakan niat tindak pidana;

c. Ada pelaksanaan perbuatan tindak pidana'2

rH.Ali(Trans),1994,dalamSayyidSabiq'Fiqihsunnah'lilid10'Bandung:Al-
Ma'arif, hal 11."'- -- I' ri.A. oi", u\i,1997, Fiqih Jinayat, Cet Ke-2' Jakarta: Raiawali Press' hal' 21'
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Dari ketiga tahapan tersebut, maka pada talan perlama, seseorang

tidak dikenai sanksi hukuman. Dalam fiqih Jinayat jika rencana atau niat

melakukan tindak pidana belum terlaksana, dengan kata lain baru dalam

konsep niat dan belum dilaksanakan' maka hal tersebut tidak dapat

dikenakan sanksi. Hal tersebut selain rencana tersebut belum terealisasi

secara nyata, juga didukung dengan pernyataan Nabi Muhammad Saw'

dalam hadis riwayat Imam Muslimr:

c. , z t!. , ,l 't ,-

,Vr)|k :t :,# iluV:-:l f.i;;r't;;;'b ,-r).'iV ar ar.

t.

flxr

Artinya: Sesungguhnya Allah melewatkan (tidak menghitungnya sebagai

dosa ) bagi umatku yang dalam hatinya selama belum ia lakukan

atau ia ucapkan' (HR. Muslirn, dari Abu Hurairah)

Ahmad Hanafia, menggunakan hadis tersebut dalam pelaksanaan

Jarimah fase pemikiran dan perencanaan' Ia menyatakan bahwa aturan

tersebut sudah terdapat dalam syariat Islam sejak awal Islam tanpa adanya

pengecualian, akan tetapi menurut Ahmad Hanafi pada hukum positif

aturan tersebut dikenal pada akhir abad ke 18 Masehi, yaitu sesudah

revolusi Prancis. Sebelum masa itu, tindak pidana meski hanya niat dan

pemikiran dapat dikenakan hukuman jika dapat dibuktikan'

3 Muslim Al Haiiaj, Sahih Mustinr' T'th'Jilid IV' Mesir: Matbaa'ah Misriyyah' wa

Maktabuha, hal. 75
I Ahmad Hanafi, 1990, Asas-Asas Hukutrt Pklana Islan ' CeL Ke-4' Jakarta: Bulan

Bintang, hal121.



2. Percobaan Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Melansir isi ketentuan keterhalangan ahli waris dalam menerima

warisan sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

173 yang menYatakan:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim

yang telai mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

menganiaya berat Pada Pewaris.
b. Dipeisalirkan seiara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan

i,rkor 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat'

Maka kalimat mencoba identik dengan kata percobaan yang

dihubungkan dengan pendapat Sugandhi menjelaskan, kata "percobaan"

ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak

sampai pada titik tujuarL atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu

tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab. Sedangkan dalam Pasal 53

tersebut bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dijatuhi hukuman

harus memenuhi beberapa syarat, yakni: maksud kejahatan itu sudah

nyat4 tindakan melakukan kejahatan itu sudah dimulai, dan perbuatan

yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena

pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak

pelaku itu sendiri.T

20

7 R. Sugandhi, KILHP dan Penjelasannyt, Svabaya : Usaha Nasional' 1980' hal' 64'
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Sedangkan ketentuan Secara khusus dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, bahwa percobaan disebutkan pada bab IV , Pasal 53

sebagai berikut:

l) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah

ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan

itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri'

2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan

dikurangi sepertiga.

3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas

tahun.
4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai'E

Selanjutnya alalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Pasal 54:

Mencoba melakukan pelanggaran tindak Pidana.e

Soenarto Soerodibroto, menjelaskan seseorang dikatakan melakukan

perbuatan percobaan pembunuharl apabila tersangka telah berniat untuk

membuat orang pingsan dan kemudian membunuhnya dengan gas

beracun. Tindakan yang demikian sudah ada tindakan permulaan

melakukan kejahatan pembunuhan ketika ia memasuki rumah dan kamar

tidur orang lain, kemudian memukulnya dengan martil (palu) yang

dibawanya. 
Io

Jika dalam fiqih Jinayat disebutkarl seseorang yang masuk dalam

kategori hukum pidana disebutkan pada tiga tahap, yakni; adanya niat

s Moeliatno, .1985, Kitab lJrulang.Untlang Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hal.

29.
e lbid.
ro Soenarto Soebroto, 11ggg, KIJHP dan KLIHAP tlilenglapi dengan Yuispnulensi

Mahkanah Agung ilan Hoge Raatl. Cet. IV. Jakarta: Rajawali Press, hal' t18'
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B. Hukuman Percobaan Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam dan

Hukum Pidana Indonesia Konteksnya dengan Pengiyasan Hukum

tentang Penghalang Kewarisan

Sebelum menguraikan maksud dengan "hukuman", terlebih dulu

penulis kemukakan pengertian dari hukum itu sendiri' Dalam Kamus Hukum

disebutkan, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan

tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-

badan-badan resmil2 yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan

yang berakibat diambilnya tindakan. 
t3

Abdul Manan mengutip beberapa pendapat pakar hukurn, diantaranya

Vinogradoff menyatakan hukum adalah seperangkat atwan yang diadakan dan

dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan

pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang' Sedangkan Ballefroid'

mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam

masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan

yang ada di dalam masyarakat itu.ra

tt bid.
12 Badan-badan resmi pembuat hukum disini adalah pemerintah dan DPR'
,, j.C.T. Si*orungt<ir, iSeS, Kanus Hukum, Cet. Ke-5. )akarta: Karya Unipress, hal'

ra Abdul Manan,2005, Asp ek-Aspek Pengubah Huftun, Cet' Ke-1, fakarta: Kencana'
66.

hal. 2

atau rencana, ada persiapan alat yang akan digunakan dan telah

melakukan tindakan pidana. Maka dalam Hukum Acara Pidana yang

berlaku di Indonesia menyatakan, pembunuhan direncanakan terdiri dari 2

(dua) tahap yaitu: tahap pertama ada niat oleh pelaku dan tahap kedua,

pelaku sedang atau telah melaksanakan niatnya. 
ll
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Dari definisi hukum tersebut iika dicermati dengan seksama, maka

hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki nilai-nilai yang mengikat

perbuatan seseorang, kelompok ataupun masyarakat guna memberi arah

bagaimana seharusnya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu' Maksud

dari berbuat sesuatu disini adalah bertindak sesuai dengan norma, baik norma

agarna, norma hukum ataupun norma masyarakat. Demikian pula sebaliknya

dengan tidak berbuat sesuatu, yang menunjukkan adanya larangan menwut

ketiga norma tersebut tadinya. Jika larangan berbuat atau melakukan sesuatu

secara normatif dilanggar oleh seseorang, maka konsekuensinya dapat

dikenakan sanksi hukum.

Sehubungan dengan saksi hukum, maka yang dimaksud dengan

hukuman dalam tulisan ini adalah dengan harapan agar ada efek jera bagi

individu pelaku tindak pidana pada khususnya dan juga bagi masyarakat patla

umumnya yang mengetahui terjadinya sanksi hukuman akibat dari perbuatan

yang dilarang tadinya. Dengan demikian dibalik hukum yang tersurat terdapat

hukumanyangtersiratgunamemeliharadanmenciptakarrkemaslahatan

manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang merusak ketenteraman dan

ketertiban masyarakat.

Dalam skripsi ini penulis menguraikan 2 (dua) konsep hukum yang

berkaitan dengan tindak pidan4 yaitu hukuman dam perspektif hukum pidana

Islam dan hukum pidana di Indonesia. Untuk selanjutnya dari kedua

perspektif hukuman tersebut nantinya diharapkan dapat menjawab melalui

pendekatan hukum tentang dapat tidaknya ahli waris yang melakukan

percobaan pembunuhan terhadap murraris atas hartanya'
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1. Hukuman bagi pelaku percobaan pembunuhan dalam Pidana Islam

Percobaan melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi

hukuman ta'zir, demikian menurut Djazuli seorang penulis' buku "Fiqih

Jinayat". Ia menjelaskan, apabila tidak selesainya kejahatan disebabkan

pelakunyabertaubat'makadalamkasussepertiinimenurutDjazuliterjadi

perbedaan pendapat di kalangan ulama, imam Abu Hanifah, Malik, Syaf i

dan Ahmad sependapat, bahwa bertaubatnya pelaku percobaan

pembunuhan tidak dapat menghapuskan hukuman. Sedangkan sebagian

ulama yang lairu yakni dari kalangan Syaf iyah menyatakan bahwa taubat

seorang pelaku kejahatan dapat menghapuskan hukuman'ls

Dalam konteks pendapat kalangan Syafr'iyah bahwa pelaku

kejahatan yang bertaubat dapat menghapuskan hukuman dimaksud,

Djazuli dalam tulisannya menyadarkan pada Q.S. Al-Maidatu ayat 3416,

sebagai berikut:

'rriL'bit 3\|#":v''rqt,- \t5F oi F u ';,, <-v.. lt
,l
*)

Artinya: "Kecuali orang-orang yang Taubat di antara mereka sebelum

kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka Ketahuilah

bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'

Shihab mengutip pendapat Imam Malik yang memahami kata au /

atau dalam atti pilihan lentang sanksi hukuman pada ayat 33, yakni

ts pjazuli, Loc cit. hal22-8.
16 Depag RI, 2001, Al-Qur'an dan Teriemahnya, Jakarta -' hal 1fl
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empat macam hukuman yang disebut dalam ayat tersebut, diserahkan

kepada aparat yang berwenang untuk memilih yang mana yang paling

sesuai lagi adil dengan kejahatan pelaku. Hanya saja jika pelaku itu

membunuh, maka nyawanya pun harus dicabut, dan dalam hal ini yang

berwenang (aparat) memilih antara menghabisi nyawanya dengan cara di

salib atau dengan cara yang biasa saja, dan mereka (petugas) tidak

diperkenankan memilih cara lainnya.rT

Sedangkan yang dimaksud dengan sebelum kamu dapat menguasai

(menangt<ap) mereka; adalah mereka ditangkap yakni dalam keadaan

terkepung. Hal ini memberi kesan bahwa ketika itu mereka masih

memiliki kekuatan / kemampuan untuk melakukan kejahatan' Dengan

demikiarq siapa yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan

kejahatan tetapi ia datang menyerah secara sukarela dan menyesali

kesalahannya, maka seluruh sanksi hukum yang disebut oleh ayat ini (al-

Maidah ayat 34) gugur atau tidak berlaku terhadapnya- Ketentuan ini

merupakan salah satu bukti bahwa tujuan hukum dalam tuntunan al'Qur'an

bukan sekedar pembalasan-tetapi bahkan- lebih banyak berupa pendidikan'

Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menggugurkan aneka

sanksi hukum Allatr, jika pelakunya benar-beoar b€rtaubat' Ini mereka

kuatkan dengan juga dengan riwayat yang menyatakan bahwa sahabat

Nabi Saw kedatang kepada beliau agar dijatuhi sanksi hukum, yang

bersangkutan memohon hal tersebut setelah berwudu dan sebelum sholat'

r7 M. Quraish Shihab,2001, T$sir Al-Mishbah, jilid 3, cet' Ke'1. Jakartai Lentera

Hati, hal. 80.
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Setelah selesai sholat ia mengulangi permohonannya, maka Rasulullah

Saw, menjawab: "bukankah tadi anda telah berwudu' dan sholat

bersama?", sementara ulama berpendapat bahwa san,hi yang dimaksudkan

oleh pemohon itu adalah berupa had akibat pelanggaran yang

mengharuskan ia di dera. Jika demikian , sar'rftsi dapat gugur jika yang

bersangkutan bertaubat dan berbuat baik seperti bunyi ayat tersebut yakni

(al-Maidah ayat 34). Sedangkan ulama lain memahami hadis tersebut

bukan dalam kaitan sanksi/had yang dipahami oleh pakar-pakar hukum'

Dosa yang dimaksud menurut kelompok ulama ini adalah dosa-dosa kecil

yang tidak berakibat sanksi hukum duniawi.rt

Selain ayat di atas, menurut Djazuli Allah Swt, berfrman dalam Q'S

an-Nisa, ayat 17 , sebagai berikutre:

+'Lt\:-(:"#
.1.

oliJju

Artinya: "sesungguhnya Taubat di sisi Allah hanyalah Taubat bagi orang-

orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yalg
Kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah
yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi

Maha Bijaksana."

Menurut Shibab, ayat di atas merupakan salah satu bukti rahmat dan

anugerah Aflah kepada manusia hanyalah laubat bagi orang-orang yang

mengerjakan kejahatan, baik dosa kecil maupun besar /antaran keidhilan'

yakni di dorong oleh ketidaksadaran akan dampak buruk dari kejahatan

ilu, yang kemudian mereko herlaubal dengan segera, yakni paling lambat

sesaat sebelum berpisahnya roh dari jasad, naka mereka itulah'yang

lE Shihab, Ibld.
re Depa9, Op .cit.

\4 "fu\a&
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kedudukannya cukup tinggi- yang diterima Allah taubatnya; dan Allah

sejak dahulu hingga kini Maha Mengetahui siapa yang tulus dalam

taubatnya tagi Maha Bijaksana, yakni menempatkan segala sesuatu pada

tempatnya secara wajar, sehingga Dia menerima taubat siapa yang wajar

diterimanya dan menolak siapa yang pantas ditolak taubatnya.

Shihab mengungkapkan pula konsep ulama (dalam tafsirnya tidak

diungkapkan ulama dimaksud) yang menguraikan kala j ahl pada mulanya

berarti gerak. Ia adalah gerak yang mengantar manusia kepada suatu sikap

atau aktivilas yang menjauhkannya dari kebenararq kesabaran, dan ke

lapangan dada. Atas dasar ini, mufassir al-Baqi' memahami ayat tersebut

melakukan dosa dalam keadaan kelemanahan dalam akal, atau gerak yang

menjadikan ia bagaikan tidak tahu".

Konteksnya dengan sanksi yang diberlakukan untuk hukuman ta 2ir

terhadap percobaan pembunuhan ini, Ahmad Hanafi, penulis buku "Asas-

Asas Hukum Pidana Islam", juga seirama dengan konsep Djazuli. Ahmad

Hanafi menyatakan bahwa teori tentang percobaan pembunuhan ia

sebutkan dengan istilah jarimah2o. Menumt Hanafi, istilah 'lercobaan"

dalam penge(ian teknis yuridis juga tidak dikenal oleh para fuqaha.

Mereka hanya mengistilahkan percobaan dengan sebutan Jarimah yang

telah selesai alau Jarimah yang belum selesai.2l Hal ini bukan berarti

mereka tidak membicarakan isi teori atau substansi tentang "percobaan",

20 ]ainnh yaitu delik atau tindak pidana. Lihat Ensiklopeili Hukun Islmt jilid 3,

Jakarta: Van Hoeve. 1997. hal. 806.
21 Ahmad Hanafi, Loc cit, hal. 118.



melainkan karena mereka tidak membahas secara khusus tentang tindak

pidana percobaan.22

Meski demikian, mengenai hukuman pelaku percobaan tindak

pidana menurut Ahmad Hanafi, jika seseorang pelaku yang telah memulai

perbuatan Jarimah-nya, adakalanya dilakukan secara tuntas dan

adakalanya tidak tuntas. Jika tindak pidana dilakukan secara tuntas, maka

sudah sepantasnyalah pelaku dikenakan sanksi hukuman terhadap

perbuatannya. Akan tetapi jika perbuatan tindak pidana tersebut tidak

selesai, baik karena terpaksa maupun atas kesadaran pribadi. Jika tindak

pidana tersebut tidak selesai karena, bukan karena keinginan pribadi, tetapi

karena dicegah atau tertangkap oleh orang lain, atau karena kekurangan

sarana (alat) dalam melakukan tindak pidana, maka percobaan

pembunuhan seperti ini tetap dikenakan sanksi hukuman sebagai

pertanggung jawabannya.23

Sebaliknya jika tindak pidana yang tidak selesai, karena kesadaran

pribadi pelaku dan dia menyesal serta bertaubat kembali ke jalan Allah,

maka ia tidak dikenakan sanksi hukuman atau hapuslah hukumannya,

meskipun Jarimah yang dilakukannya telah selesai.'n Duta- pendapat

yang terakhir ini hal ini, Hanafi menyandarkan alasan pada Q.S. al-

Maidah, ayat 34, seperti diungkapkan oleh Djazuli di atas.

2 lbid, hal"Izs.
ts tbid.1z7.
24 lbitl.128.

'28



Pemaparan tentang hukuman bagi pelaku percobaan pembunuhan,

baik Ahmad Hanafi maupun Djazuli, dimana keduanya menghubungkan

dengan konteks Al-Qur'an surat Al-Maidah, ayal 34 dan surat an-Nisa,

ayat 16 dan beberapa pendapat ulama golongan Syaf iyah dan juga

golongan Hanafiyah bahwa jika pelaku percobaan pembunuhan telah

bertaubat, maka perbuatan percobaan pembunuhan yang seyogyanya

mendapat hukuman, meskipun hal ini bukan merupakan suatu kesimpulan

akhir, namun penulis cermati bahwa mereka cenderung membebaskan

pelaku dari hukuman.

Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi Muhammad Saw, juga pemah

menyatakan dalam hadisnya:

dJqr .bJ)'5rt $ ; l*'4 Q.ls;, '$2'a\;"tp-icL

ULnI,

29

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas, Nabi Saw berkata: "Konon di
kalangan Bani Israil hanya ada hukuman Qisas (balasan) dan tidak
berlaku Dryat (denda) pada mereka. Lalu Allah Ta ala berfrman
ditujukan kepada umat ini (Muhammad), diwajibkan atas kalian

Qisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh; orang
merdeka dengan orang merdeka maka barang slaPa

mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah (orang yang

memaalkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang

(orang yang dimaa{kan) membayar diyat (denda) kepada pemberi

maaf dengan cara yang baik pul4 --selanjutnya kata Ibnu Abbas:

"Pemaafan ialah diterimanya denda dalam pembunuhan terencana,

sedangkan mengikuti dengan cara yang baik, yaitu penuntutnya

mengikuti dengan cara yang baik dan pihak yang dituntut
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melaksanakan tuntutan itu terhadap si Penurtut dengan cara yang

baik pula" -Yang demikian merupakan suatu keringanan dari

Tuhan kalian dan suatu rahmat--yakni dalam hal yang diwajibkan

atas orang-oranB lebelum kalian-". (Q.S. al-Baqarah: 178) (HR'

Bukhari, an-Nasai)"

Hadis di atas cukup relevan dengan tema bahasan penulis, sebab

perbuatan melukai orang tain bahkan menumpahkan darah seseorang

dapat dimasukan dalam kategori percobaan pembunuharl meskipun

perbuatan tersebut dianggap tindak pidana tidak selesai.

Sehubungan dengan hukuman pelaku tindak pidana, maka dari

hadis di atas, Asy Syaukani mengutip pendapat al-AtratL Syafi, Hanafi

dan para pengikutnya menjelaskan bahwa kalirnat "... dia boleh memilih

salah satu diantara dua pilihan: boleh menuntut denda dan boleh pula

menuntut hukuman bunuh": menurut yang tersirat, hak memilih ini

diberikan kepada pewaris orang yang di bunuh, baik pewaris itu dengan

nasab atau dengan sebab.26

Selanjutnya Syaukani mengutip pendapat lain seperti az-Zuhri

dan Maliki, berpendapat: Hak pilih itu khusus bagi pewaris ashabah.

Karena, hal itu di syarlatkan untuk menghilangkan cela. Jika pewaris

memberikan maat maka Diyat itu seperti harta warisan. Berbeda dengan

dari Zutri dan Maliki, Ibnu Sirrien berpendapat bahwa hak pilih untuk

Qisas dan Diyat dikhususkan kepada para pewaris dari nasab' Karena,

hak pilih ini diberlakukan untuk penyembuhan. Pendapan Sirien ini

zs Muhammad ibn Ismail, Al Bukhari, 7981- Shahih al-Buftlmri. Juz IV. Mesir : Darul
Fikri, hal. 79

26 Adib Bisri Th 190, (Trans) karya Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar,

Scmarang: Asy-Syifa, hal. 322.
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menurut Syaukani merupakan pendapat sanggahan, bahwa hak pilih ini

diberlakukan adalah demi menjaga darah yang telah ditumpahkan

sebagaimana frman Allah Swt, dalam Q.S. al-Baqarah ayat 179, "dan

dalam Qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu . . . "27

Jika memperhatikan beberapa pendapat yang diungkapkan

Syaukani di atas, pada dasarnya mereka menyerahkan pilihan hukuman

kepada atrli waris pihak yang dirugikan untuk mengambil altematif

hukum apakah dikenakan hukuman Qisas, hukuman Diyat ataukah

pengampunan kesalahan. Dari altematif hukuman yang diserahkan

kepada ahli waris tersebut, mrurcul pertanyaan bagaim,anakah jika pelaku

tindak pidana tersebut justru dilakukan oleh atrli waris sendiri? Apakah

altematif hukuman Qisas, Diyat atau penghapusan kesalahan oleh ahli

waris lain juga berlaku terhadap tindak pidana yang diperbuat oleh ahli

waris tersebut?

Menyikapi pertanyaan tersebut, Asy Syaukani kembali

mengungkapkan pendapat para ulama madnb, diantaranya Imam Malik'

Abu Hanifah, Imam Syafli, bahwa hukuman Diyat (denda) mengikuti

hukuman Qisas yang digugurkan (ditiadakan). Di satu sisi Syaukani

mengutip pendapat para ulama mazhab tersebut, namun di sisi lain ia

menyatakan bahwa yang memperkuat tidak adanya pengguguran Diyat

(denda), adalah firman Allah Swt: "... Maka barang siapa yang mendapat

suatu pemaafan dari saudaranya" hendaklah (yang memaa{kan) mengikuti

27 lbid
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dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar

Qliat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)"'"28'

Redaksi fuman Allah Swt, tersebut terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat

1782e, berikut ini:

' 

)!*> | .)\',rri : q i;,)U 7t;ta', n *i iyii,*'o^u

Dari ayat tersebut Syaukani melanjutkan penjelasannya, bahwa hukuman

Diyat gugur merupakan perbuatan yang makruf dan ikhsan atau dengan

cara yang baik lebih diutamakan atau didahulukan, karena kewajiban

memaafkan mengharuskan siksa hukuman ditiadakan. Sikap yang

demikian merupakan suatu keringanan dan rahmat dari Alhh3o

Selain penjelasan yang diungkapkan di atas, Ibnu Rusyd

mengungkapkan tentang pemaafan korban yang terbunuh sebelum

meninggal dunia kaitannya dengan status hukuman pelaku pidana' Dalam

hal ini Ibnu Rusyd mengutip pendapat Imam Malik, Abu Hanfah dan al-

Auza'i, apabila korban memaafkan kejatratan pembunuhnya pada

pembunuhan sengaja, maka pemaafan tersebut dapat dibenarkan' Meski

demikian Itrnu Rusyd mengutip pendapat ulama lai4 seperti Abu Tsaur

dan Daud, bahwa pemaafan tidak mengikat dan bagi wali korban boleh

meminla Qisas, Diyat dan boleh pula memaafl<an sebagaimana yang

dilakukan korban tindak pidana.3r

a lbkl. hal,38.
2e DePa& RI, Al-Qur'm ..', loc cit, hal778
30 Asy-Syaukani, OP cif.
31 Abdu;rahman, 1990 $rans) Bidayatul Mujtahid' karya Ibnu Rusyd, Semarang:

Asy-Syifa, hal. 546.
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Alasan dari tiga alternatif tersebut lanjut Ibnu Rusyd bahwa Allah

menyuruh kepada wali korban untuk memilih antara tiga hal yaitu

pemaafan, Qisas, alau Diyal, mengingat hal tersebut berlaku umum untuk

setiap orang yang di bunutr, baik ia memaafkan sebelum meninggal

ataupun tidak memaafkannya.I2

Memperhatikan perurparan yang diungkapkan Ibnu Rusyd

tentang hukuman berlaku umum untuk setiap pelaku pembunuhan

termasuk percobaan pembunuhan, jika ada ungkapan maaf dari si korban

dan juga waliny4 dalam hal ini menurut pendapat penulis diperlukan ada

dua kemungkinan.

Pertama, penulis sepakat pelaku pidana tidak dikenakan Qisas,

jika ada pemaafan dari si korban sebelum meninggal dunia, tetapi pelaku

tetap dikenakan hukuman yang berlaku secara umum bagi pembunuh

dalam bentuk hukuman kurungan di penjara. Mengenai lamanya waldu

kurungan penjara, hal ini diserahkan kepada hakim pengadilan yang

memutuskan berdasarkan kronologi tindakan pidana yang ia dilakukan'

Sebaliknya jika korban langsung meninggal secara tragis seperti

pembunuhan dengan cara multilasi, yaitu memotong-motong anggota

tubuh, maka pelaku pembunuhan seyogyanya dikenakan hukuman bunuh

bukan atas permintaan wali nasab, melainkan berdasarkan putusan

pengadilan yang berwenang.

32lbid.
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Kedua, jrka korban tindak pidana tidak meninggal dunia'

melainkan hanya luka karena percobaan pembunuhan, maka selain

berdasarkan proses persidangan dipelahu dikenakan hukuman

pengadilan, juga dikenakan Diyat (denda)' Maksud Diyat disini' untuk

biaya penyembuhan korban yang luka dibebankan kepada pelaku secara

keseluruhan, juga sebagai denda ganti rugi atas cacat fisik korban'

Mengenai denda ganti rugi atas cacat tubuh korban dalam tulisan ini'

menurut versi penulis atas kesepakatan kedua belah pihak'

Pertimbangan penulis mengungkapkan kedua hukuman tersebut

adalah sebagai pelajaran atau efek jera baik bagi pelaku' juga bagi pihak

lain agar tidak melakukan hal serupa' Seseorang tidak dapat berlaku se-

wenang-wenang terhadap orang lain, mengingat akan ada sanksi

hukuman yang akan dihadapi setelah kejahatan dilakukan sebagaimana 2

kemungkinan hukuman yang telah penulis kemukakan di atas' Dengan

demikian pemberlakuan hukum di masyarakat dapat berjalan dengan

semestinya guna menjamin keamanan, kesejahteraan' keadilan dan

kepastian hukum bagi para pencari keadilan'

2. Hukuman bagi pelaku percobaan pembunuhan dalam perspektif hukum

Pidana Indonesia

Dalam pemberlakuan hukum harus berdasarkan adanya dasar

hukum yang mengaturnya. Demikian halnya dengan ketentuan

keberlakuan hukum pidan4 tentunya harus berdasarkan pada perundang-

undangan.
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Pasal 1, ayat (l) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana'

menyatakan "Tiada sesuatu perbuatan dapat dipidana

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-

undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan'

Selanjutnya ayat (2) jika sesudah perbuatan dilakukan ada

perubahan dilam perundang-undangarl maka kepada

ierdakwa dikenakan aturan yang paling ringan bagi

terdakwa.33

Menurut R. Soesilo3a menjelaskan, bahwa dalam pasal I ayat (l)

itu tercantum suatu azas perundang-undangan hukum pidana modem yang

sangat berarti yang menuntut bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana

harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah' Penegasan Soesilo ini

guna mengantisipasi kemungkinan bahwa larangan-larangan hukum

cenderung hanya menurut adat kebiasaan saja, persepsi pidana adat pada

dasamya tidak dapat diberlakukan untuk mempidanakan seseorang']s

Penjelasan Soesilo ini, pada dasarnya menunjukkan bahwa

ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada

perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana tentang

perbuatan itu di adakan terlebih dahulu diadakan dalam undang-undang

yang sah. Oleh karena itu pada umumnya tidak dapat berlaku surut'

Dalam bahasa hukum Prancis disebut dengan istilahl. " nullum

delictum nulla poena sine preattia lege poenali", artinya "peristiwa pidana

tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada

terlebih dahulu".36

33 Moeliatno, KUHP, Loc cit, hal 3'
yR.Soesi]o,seorangpurnawirawanAjunKomisarisBesarPolisidanDosen

AKABRI bagian Kepolisian di Sukabumi'
3s R. Soesilo, 7979, Pokok-Pokok Hukum Pidana' Pemturan ll'num tlan Delik-Delik

Kftusus, Bogor: Politela, hal: 41.

lbiil.
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Lebih lanjut dijelaskan oleh Soesilo, bahwa azas nulum delictum

muncul pasca revolusi Prancis 1789, yaitu suatu usaha melindungi

individu terhadap perlakuan sewenang-wenang dari pihak peradilan

arbiter (penguasa/pemerintah) yang mempidana orang tidak dengan

peraturan pidana terlebih dahulu, sehingga mendapat pertentangan yang

keras oleh Montesquieu3T seorang pakar hukum tata negara Prancis yang

menuntut bahwa hakim tidak boleh mempidana sebelum ada ketentuan

pidana terlebih dahulu.3t

Adapun yang dimaksud dengan Pasal I ayat (2) Kilab Undang-

Undang Hukum Pidan4 tentang perubahan dalam undang-undang

tersebut, menurut Soesilo ada dua macam teori:

a. teori formit, bahvta perubahan dalam undang-undang dapat terjadi'

jika ada perubahan dalam undang-undang pidana' Sedangkan

perubahan dalam undang-undang hukum perdata tidak masuk dalam

pengertian ini.

b. leori materiil, bahwa perubahan dalam undang-undang itu ad4 jika

ada perubahan-perubahan yang sesuai dengan perubahan perasaan

hukum. Untuk kategori teori materiil ini tidak hanya perubahan dalam

undang-undang pidana saj4 tetapi juga perubahan pada undang-

undang perdata.

37 Montesquieu, smrang ahli tata negala Prancis dan Penggagas azas tnas politikn

untuk melindunli kemerdekain dan pribadi individu terhadap tindakan kesewenangan

dari pihak pemerintah terhadaP rakyatnya'
s R. Soesilo, Ibid, hal 42.
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D*:i kcduc' tcori t"rtct"{ tl.i{{tul,il( S:;cilc' ;uit; Jl;'l'd :l:l'

p.ahiili l,rrhulr pidana di Lqdonesia c€nderung pada teori materiil' karena

memiliki nilai lebih lcngkap dari hukum formil'3'

Dari konsep hukum pidana tersebut dihubungkan dengan

hukumzur terhadap p€laku percobaan pembunuharu maka dalam Pasal 53

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1) Mencoba metakukan kejahatan dipidana" :]tt" .**. urtuk itu telah

temyata dari adanya p"ioto"ott dan tidak selesainya pelaksanaan

itu, bukan semata-mata a-isJattan karena kehendaknya sendiri'

2) Maksimum piaun. pofot-i"*t"aap kejahatan' dalam hal percobaan

dikurangi sePertrga.

3) Jika kejahatan diancarn dengan pidana 
:r.r'ati. 

a'au pidana penjara

seumur hidup, arjatr**an piOaia p"nj"o puting t"*a lima belas tahun'

4) i'il;ta,idffi otgi ['Lu*n io*a densan kejahatan selesai'

Sugandhi menjelaskan, kata npercobaan" ialah suatu kegiatan yang

mengarah ke sesuatu hal' akan tetapi tidak sampai pada titik tujuaq atau

sudah memulai untuk metakukan sesuatu tetapi tidak terselesaikan karena

suatu sebab- Sedangkan dalam Pasal 53 tersebut bahwa percobaan

melakukan kejahatan dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi beberapa

syara! yakni: maksud kejahatan itu sudah nyata' tindakan melakukan

kejahatan itu sudah dimulai, dan perbuatan yang cenderung menuju ke

arah kejatratan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul

kemudian, tetapi bukan karena kehendak pelaku itu sendiri 
a0

Persoalan yang menarik menurut penulis

hukuman percobaan melakukan kejahatan

untuk dicermati dari

termasuk Percobaan

elULlnlMT.
.. i.tuil"nJrti, i< IJHP dan Penjelasatn ya' Surabaya : Usaha NasionaL 1930' hal' 64'



pembunuhan sebagaimana maksud ancomcn psrl I(IJIP Jr :ta: cJclclr

sebagaimana penulis ilustrasikan sebagai berikut:

Pertama, seorang anak lelaki usia dewasa telah menyiapkan

peralatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan

pembunuhan terhadap ayahnya yang banyak memiliki kekayaan, tetapi

tidak mau membelikan motor untuknya, namun persiapan alat tersebut

bukan untuk dilaksanakan, melainkan hanya sekedar untuk menakut-

nakuti sang ayah agar mau menuruti permintaannya'

Kedua, *nranganak lelaki usia dewasa telah menyiapkan peralatan

yang digunakan untuk melakukan pe6uatan kejahatan pembunuhan

terhadap ayahnya yang banyak memiliki kekayaaru tetapi tidak mau

membelikan motor untuknya, tetapi niatnya tidak terlaksana karena

dicegah oleh orang lain.

Keriga, seorang anak lelaki usia dewasa telah menytapkan peralatan

yang digunakan untuk melakukan pefiuatan kejahatan pembunuhan

terhadap ayahnya yang banyak memiliki kekayaan, tetapi tidak mau

membelikan motor untuknya- Ketika anak tersebut melakukan

penyerangan dengan sebelah pisau terhadap ayahnya, kemudian teljadi

perlawanan yang menyebabkan sang ayah luka di bagian tang:an' Dan

sebaliknya si ayah melakukan serangan balik menggunakan kayu untuk

memukul tangan anaknya yang memegang pisau dan akhimya pisaupun

jatuh, dalam keadaan tidak memegang senjata si anak lari menghindari



pukuler, (<cd..rc liali dar.i ayalrrrl-a. Derl;1,1,' celrliligc ,J.;3'j,s 11.:i,eel..r<i:

y;,,iLullulta[ tidak tsrlaksana dengan sempuma'

Dari ketig ilusfiasi percobaan pembunuhan tersebut' maka

p€rbuatan manakah yang patut dikenakan sanksi hukuman' apakah

ketiganya masuk dalam konsep Pasal 53 KUFIP di atas' ataukah hanya

ilustrasi pertama dan kedua saja yang masuk dalam kategori percobaan

pembunuhan dan &pat dikenakan sanksi hukuman' hanya substansi

hukumamYa saja Yang berbeda'

Untuk mengetahui sanksi hukuman percobaan pembunuhan

konteksnya dengan bunyi Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana'

ayat (1) 'Mencoba melakukan kejahatan dipidana' iika niat untuk itu telah

ternyata dari adanya pelaksanaan' dan tidak selesainya pelaksanaan ittl

bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"' Menurut

Professor Moeljatno yang mengutip pendapat Engetbrecht4t (19601

menjelaskan; percobaan akan melakukan kejahatan boleh dihukum kalau

maksud akan melalcukan kejahatan itu sudah nyata' dengan permulaan

membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak disclesaikan hanyalah oleh

sebab hal-ikhwal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri'a2

{r EngelbrechL adalah seorang sariana hukum asal Belanda. Redaksi asli PendaPat

Engel brecht yang dikutip Moeliatno adalah: Pogiag tot ilsdnjf k strtfram wafifl@r het

troonrcmal dc iladers zidr door at begin oan uifiwring heft geopnbautl an dr uifituring alear

lmgaoolge orrt omsfuntliglufun otn TJlnen wil onafunkliik nie t is oolrcrz .

o Moeliaho, 19133, Ur*un Pidana"

Ke-,1, Jakarta: Bina Aksara, hal. 14.

Delik-Delik Pqaboan, Delik-Detik Peryer taan, Cet-



Jilia pcmiltircr' l\{ccl;;tio i;;rcolii'r" psrtt'lut:ulrti Cc';ct dike <r*k.ll

l,ukurlrotr, rtreka R. Socsilc berbeda pandangan dengan alasan sebagai

berikut

Pada umumnya orang melakukan tindak pidana itu hanya dapat

;tr*Gltt.l"- tindik pidana itu telah seluruhnva diselesaikan'

;il;;;"" unsur-unsur dari tindak pidana itu telah terwujud'

i.i"'r"* U"g"f*anakah halnya jika orang. lersebut hanya

;;irk"6t se6agian saja dari unsur-unsur tindak pidana rtu' atau

densan kata tain jika orang itu telah memulai melakukan tindak

;;d;;ffi ai*"'t rat"t "akan tidak sampai selesai? Dalam hal

'*t ##h;Apan dengan soal percobaan (pogrng)' Sementara

UnOung-*aung tidak memberikan perumusan apakah yang

ilil;--p"*obaan itu KUHP dalam Pasal 53 hanva

memberikan tentang syarat-syaratnya agar supaya percobaan pada

keiahatan itu dapat dihukum'
;fiffi'kJJd.;-hu.i v"ng disebut dengan percobaan vaitu

-"r"rr-t" *."atu hal' tetapiiia"I ry.p"1 
pada halyang dituju'

atautidakberbuatsesuatu''uduhdi.ul"i,"kantetapitidaksampai'A;r;,- 
misalnya akan membunuh orang' telah melakukan

nenveransan. tetapi orang yang diserang itu tidak sampai mati'

5r*u ft"iny" bermaksud mencuri barang' akan tetapr barangnya

Iiao[ *.piit"tuttuil dan sebagainya'43

Mencermati kedua pendapt pakar hukun di atas yakni Moeljatrc

danR.soesilo,makapenuliscenderungsependapatdengankalimat

terakhir Molejatno bahwa tindak pidana percobaan dapat dikenakan

hukuman. Dengan demikian konteksnya dengan ilustrasi yang penulis

kemukakaq maka ilustrasi pertama dan kedua dapat dikenakan sanksi

hukuman, hal ini selain secara logika masuk dalam kategori tindak pidana

percobaan, meskipun *tidak diselesaikan karena sebab hal'ikhwal yang

tidak tergantung kepada kehendalotya sendiri" ' sebagaimana redaksi

terakhir dari pendapat Moeljatno di atas'

6 R Soesito Ioc at,haL76.
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Alasan lain dari penulis memasukkan pcrcolroxr pcrn'b';rl":lsl

harusdikenakansanksihukuman,mengingatperbuatanpelakumemang

sengaja diniatkan dan ada keseriusan untuk mengincar korban' seperti

telah mempersiapkan alat yang dapat membahayakan atau bahkan telah

melakukan penyerangan, hanya saja tidak berakhir dengan matinya

korban

Meski demikian, untuk menghindari adanya polemik dari kedua

pendapat pakar hukum pidana di atas tentang maksud Pasal 53 KUHP

mengenai percobaan pidana, maka perlu ditelaah tentang bagaimana

pemberlakuan isi pasal tersebut, dihubungkan dengan pemeriksaan kasus

hingga pada p€nerapan sanksi hukuman bagi pelaku p€rcobaan tindak

kejahatan.

Telaahdimaksudadalahsanksihukumanyangditerapkanterhadap

pelaku percobaan pembunuharL pada dasamya ti'l'k serta merta merujuk

pada substansi isi Pasal 53 KUHP, tetapi melalui proses yang dilakukan

secara be(ahap. Maksud denpn proses disini' adalah berawal dari

p€ngusutan atau penyidikan dan penyelidikan kasus (Rekonstruksi) yang

penanganannya dilakukan oleh Polisi untuk dimuat dalam berkas arsip

perkara (BAP), selanjutnya berkas arsip perkara tersebut diserahkan oleh

Kepolisian kepada pihak Kejaksaan, dan pihak Kejaksaan setelah

mempelajari berkas dimaksud melimpahkan berkas kasus ke Pengadilan

Negeri untuk ditindaklanjuti dalam acara persidangn'
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Untuk mengetahui proscdur secara singkat kronologi pruscs

pidana oleh para penegak hukum yakni Kepolisian' Kejaksaan dan

Pengaditan, sebagaimana yang dipaparkan Prof M'L' Hc'Hulsman berikut

INI

l) Kepolisian, dalam hal ini polisi yang menemukan adanya kejahatan
' auu menerima laporan dan warganya yang .mendapat 

perlakuan

iqrft"o" "f"ft 
orang [ain, ma]a sitelah menerima. laporan tersebut-

[li.i d"ngun ttt"ndapat surat resmi untuk memanggil secara patut atau

[ii[", *E*rgrap pelaku pidana untuk dibawa ke kantor polisi yan-g

ditangani oleh- biro reskrjm (detekti| +1" pemenksaan mengenal

t**" o*"g yang diduga tniluk't* tejatraqm.ynyt memperoleh

k;;gr"'d;dg tidai te.iahatan v.anq terj.adi'.Dalam meminta

;;;"er. ;t*bi polisi harus memberitahukan kepada tersangka

;;;;;;'dh*" yang ielas dan mudah dimengerti oleh tersangka' Selain

*. 
'"p.iU - 

U"tfl'at 
-untuk 

mengaj ukan pertanyaan pada setiap orang

rn"rrg;nui dilakukannya kejahaun baik.itu tersangka sendiri ataupun

L'*":iip". *f"i, pun1. rofiti tidak boteh meminta pelaku atau saksi

i;;t"*;;*Lrikan keterangan di aus sumpah untuk mevakinkan

pof iri y*g sedang memeriisa kasus tersebut' Selanjutnya setiap

ketemnqan vang diberikan dibuat dalam bentuk catatan tertulis

?;;;;;*;"il1?' atau berita acara) dari pemeriksaan "'119ii**gt ."rp* lainnya (para saksi) sebagai laporan resmt

."ng.I*i p"*y"t --p"-yataan atau keterangan para saksi maupun

;J;k"';r;c"i "it* 
p"-u,lti"n. vang ry1.yh'k pemeriksaan

i.Lin i".i* datain sidang'di pengadilan'.D*.fory di lapangan dan

hasil pemeriksaan V*g alfutt'rt"tipolisi dalam bentuk laporan tertulis

ffiritl ;, t'rsed.ri, selanjuinva dilimpahkan kepada pihak

Kejaksaan.
,) i;];k d dalam hal ini jaksa penuntut ymrln setelah menerima
-' i"it"t arsip perkara (sAP), untuk memeriksa kelengkapan laporan

v"ig a,urJt pitt* f.pofitian (bleian restrim/ intel)' jika berkas

;;i;i;"birt masih memiliki iett-ura"gan dalam pembulrtiatt' mlka

;il;k-K;j"kt;" dalam hal ini jaksa penuntut umum dapat 999tl9
["p"a" f"p.fi.ian unt"t p"t"-tikt"tt ulang atau menyelidiki lebih

aa Process twbal, dalam kasus pidana sejak pelaku di periksa sebagai brsangka,

statusnya berada dalam nan polisi untuk kelancaran pemeriksaan, iika terdapatp€naha

bukti-bukti Yang kuat dan telah dibuat dalam berkas arsip perkara @AI) oleh

Kepo lisian, kemudian berkas perkara dilimPahkan ke Keiaksaan bercamaan dengan

status p€nahanan berpindah kePada Pihak
persidangan di Pengadilac

Keiaksaan untuk menunggu Proses
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taiilrii"- perricrlxsaart ieuitr rarl\rt )I\t \url\rux p[u''r-'alu[all pgrllcl rr\laarl
-".-lJ.-1.r,,,,u'... 

S,.Lclikny.r jik,. l,ctkus pctkara telah lengkap' maka jaksa

Penuntut umum dapat menindakianjuti kasus tersebut untuk

ditimpahhan ke pengadilan dalam rangka proses di persidangan'

:l p."giaif"" Negeri, ietelan menerima informasi yang terhimpun dalam
' 

berlias perkara lcase dosier) pelimpahan dari jaksa Penuntut umum'

menerima dan memproses permohonan persidangan berdasarkan

salinan seluruh berkas perkari yang dipersiapkan bagi tertuduh atau

terdakwa dan pembelanya Kemudian dilakukan penetapan majelis

iu[i* vung ut"n menyidangkan perkara Grsebut, serla penetapan hari

persidangan. Dan dalam proses persidangul j**, Penuntut umum'

ierdak ri maupun pembela (pgngacara; dan hakim' berhak mendatang

*tti-*t i t"ttu'.utti atriiG lehadapan sidang' Umumnya selama

persidangan berlangsung interaksi antara hakim, jaksa dan tertuduh

I".tu p""-u"f*va tipuiatkan khususnya pada evaluasi keterangan

i"nuriJ vang telah terdapat dalam berkas perkara. dan hakim biasanya

*..d"fi"*i'. tebih banyak informasi 
- 
sebagai bahan pertimbangan

*t t 
.<lit 

t"pt* dalam menentukan kesalahan terdakwa pada saat

hakim menjatuhkan vonis.a?

Terlepas dari proses yang dilakukan oleh aparat hukum di atas'

lebih lanjut penulis mengeteng3hkan pandangan Moeljatno tentang unsur

tindak pidana percobaan dapat dikenakan sanksi hukuman yaitu harus ada

dua pertama ada unsur niat pelaku dan kedua ada unsur pelaksanaan'

Pertama, Unsur niat (Voornemen), adalah niat untuk melakukan

perbuatan dipandang sebagai kejahatan Dalam hal niat ini' Moeljatno

mengutip pendapat Simon yang menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan niat dalam Pasal 53 KUHP tidak memiliki arti lain kecuali

6 Periksa ulang atau P€laiari lebih laniut disini, pilihan yang terbuka ditawarkan

oleh iaksa seElah memPelaiari berkas perkara Yang telah diserahkan oleh IGpolisian
16 maksud dengan saksi ahti, dapat beruPa laPoran pernah hukuman sebelumnYa,

laporan medis dari PsikiaEr.
{7 Soediono Dirdjosisworo, 7984, Sistem Paaililan Pidma, dalam Paspktif

Pefiandingat Hnhtm. Cet ke-7, lakatta: Raiawi Press, hal 13F150.
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kesengaJaan untuk melakukan ke1ahatan lni meliputi dotus eventualis'i8

Lebih lanjut, Moeljatno juga memuat pendapat Vos yang menautattg

disamakannya niat dengan kesengajaan dalam semua coraknya' antara lain

dolus evenlualis yang menyatakan bahwa makna niat adalah kesengajaan

sebagai maksud seperti halnya dalam bahasa percakapan Namun pendapat

tersebut dibantah oleh pakar hukum lain bemama Hezewinkel S' yang

mengatakan, bahwa vornemen adalah tidak lebih dari suatu rencana untuk

mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di

dalam fikiran. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa

dimaksud, juga mengandung gambaran t€ntang bagaimana

dilaksanakannya, dan tentang akibat'akibat tambahan yang

dinginkan tetapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula Jika renc ur

itu sudah menjadi ketetapan kehendak (wilsbesuit) maka kecuali menjadi

kesengajaan sebapi maksud juga mungkin menjadi kesenpjaan dalam

corak lainnya. 
ae

Sehubungan dengan masalah niat, berarti masuk dalam konteks

perencanaan atau berencana yang dalam bahasa hukum disebut dengan

voorbereidend rcad yakni berencana atau sudah direncanakan merupakan

I Dolus artinya s€ngaja, keengaiaan suatu delik AdaPun maksud Dolus

etmiualis, misalkan seseorang naik kuda dengan sangat cePat dan didePannYa banYak

anak-anak scdang bermain. lika ia tidak mengurangi kecepa tan kudanYa, maka ia akan

menabrak anak-ana k ters€but serta dapat berakibat luka-luka bahkan meninggal dunia.

Lihat Simorangkir, 1995, Y,amus Hu*um, CeL Ke-3,lakarla;

]ii

yang

akan

tidak

{e Moeliatno, Delik-Delik ..., Irc cit, haJ..7fi17 '

Bumi Aksara, hal. 3&39.
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SAtihl r.d\U rUSi UUiUi llicrrlpgrt,gldl ilut(ruriAt Uariorit rdtu tr$\r;ar\ ]irudri6'

Do..6.r.. tlo,-ikia.,, ,r,&ka r,iat yung l:olum diwujudkan sebagai perbuatan'

atau niat yang belum diturnikan ketuar, masih tetap menjadi nial'

Sedangkan niat yang sudah ditunaikan keluar berubah menjadi

kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukan'

Kedua, unsur pelaksanaan menurut Moeljatno pada permulaan

pelaksanaan dari delik yang dituju dari perbuatan kejahatan tersebut harus

memenuhi 3 (tiga) syarat p€rcobaan yang dapat di pidana menurut Pasal

53 KUHP, yaitu:

1) secara obyektif apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan

kepa& detik yang dituju. Atau dengan kata lain' harus mengandung

potensi mewujudkan delik tersebut'

2) Secara subyektif, dipandang dari sudut niat' harus lidak ada keraguan

lagi bahwa yang telah dilalokan oleh terdakwa itu ditujukan atau

diarahkan pada delik yang tertentu tadi'

3) Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan p€rbuatan

yang bersifat melawan hukum'Jl

Dari kedua unsur yang diungkapkan Moeljatno di atas' maka fungsi

niatbaiksaatbetumdilaksanakanhinggapetaksanaannya,dalam

pandangan penulis adalah sikap batin yang memberi arah terhadap apa

yang akan diperbuat, sedangkan kalau niat telah dilaksanakan menjadi

kesengajaan terhadap perbuatan yang telah diniatkan tadinya' yaitu

so Simorangkir, OP ctt hal. 184.

sr Moeliatn;, Der*-Detik ..., op cit,IJ.al28'29'
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m€ngisycrotiion siliop batin 3'ang rnorntw crch trrtents kllcdc gr'Jr''*(cit

licjahotan ysng sifatnya melawan hukum'

Konteksnya dengan sanksi hukuman, maka dalam Kitab Undang'

Undang Hukum Pidana di Indonesia, masuk dalam Bab XX tentang

Penganiayaan, yang juga dapat dikenakan sanksi hukuman sebagai

Pasal 351. (l) Penganiayaan diancam dengan pidana penlara

pulin;i;;"2 ia'ua; ta-trun it ldetapanl bulan-atau.denda paling

l.nrit 
"rnout 

ribu lima ratus rupiah' (2) jika perbuatan

-"ti*ifU"-*'", luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana

;;iil ;l*- iama s (rima) taliun (3) jika mengakibatkan mati'

[id;rd- p"iju* p.rine iama z (tujuh) uhun'.-(4) dengan

*nearriavaandisamakansengajamerusakkesehatan'(5)percobaan
unt,ik *iokukun kejahatan ini tidak dipidana' .-^-*-PasJ ;t. 1tj tecuati vang tersebut dtlar1 p"q 353' maka

oenqaniavaan Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan

l"r,iil 
-"i*:"f"i*ai 

pekerjaan jabatan atau pencarian diancam,

..Uug"i p"tig*iayaan ringin, dengan pidana penjara paling lama 3

A-id t"[*".t"u denda paling banyak impat riuu lima ratus rupiah'

Pidana dapat ditambah 1/3 (sepertiga), bagr orang yang

-"tut ,*i t 
"iat 

ut n itu t€rhadap orang y-ang bekerja padanya atau

;il;;;;.h.*ya (2) percobaan untuk metakukan kejahatan ini

tidak dipidana.
Pasal 353. (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu'

diancam Aer,gan pi&"a [ni#a pating lama 4 (empat) tahun' (2) jika

;;,;-#rsikiuatkan t"uta-iuta u"*r, v*g u:rytf dikenakan

;;;;tj". paling lama u7 (tujuh) tahun (3) Jika pe6uatan

'.*g"df"it* mati,iia dikenakan pidana penjara paling lama 9

(sembilan) tahun.' pasat 354. (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain

aiar,"u*, t*ena' melakukin penganiay9n be-ra1 drngan pidana

*i*. 
'*Urt lama 8 laeiapanl -.d* (2) 

, 
jika perbuatan

ii"ig"tiu"tt"i'mati, yang Lersatah dikenakan pidana paling lama

l0 (sepuluh) tahun.' iasat 355. ( 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan

."n"*" t"Uit dahulu, diaricam dengan pid'na penjara paling tama

lf i;; Lr*l t^t'*. (2) jika perbuatan mengakibatkan mari' vang

f"tJ.i.tt dikenakan pia.na p"njara paling lama 15 (tima belas)

tahun.

berikut:
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Pasal 356. pidam yau'g ditc.(uliarr dilarl" l,i'"g! lSl'' 3'r'?' 3S1

dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

[.-I U"Si 1'.rng nrclakukai L";"'t'ut"n terhadap ibunya' bapaknya

menurut undang-undang, isteri atau anaknya'

ii.-i.-ltt" ["1o"nutun diiakutan terhadap seorang pejabat ketika atau

karena menjilankan tugasnya yang sah''i"-i.-ilf.u "t.juttatan ?ih[ukan dengan memberikan bahan vang

berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau

diminum.52

Selanjutnya pada Bab XXI, KUHP tentang Menyebabkan mati atau

luka-tuka karena kealpaan" sebapi sanksi hukuman sebagai berikut:

Pasal 360. (1) barang siapa karena kealpaannya menyebabkan

orung-toin itrto-tor." t"oi diancam dergan pidanl penjara paling

fu*"'S Oi.u) tahun atau t**gon pating lama 1 Gatu) tahun' (2)

;;; ;t"p" 
,kare* 

rcatpaa"nyo-menyebabkan.orang lain luka-luka

r"J"riiti.i, rupa sehingga timbul penryki! atau halangan

;;;j;ir.k"t p"t"rj*o iu-uotun ut"1.r p"nTh*P selama waktu

i".tintu, diancam i.ngan iid*u penjara paling lama 9 (sembilan)

bulan atau kurungan p"tini t"rnu 3 (inam) bulan atau denda paling

tinggi empat ribu lima ratus rupiah'"

Dari ketentuan pasal tentang sanksi bagi pelaku percobaan kejahatan

atau perbuatan yang melukai orang lain, meskipun secara teoritis sudah

diatur dalam instrumen hukum dalam bentuk perundang-undangan' namun

tidak serta merta instnmen hukum tersebut dapat diterapkan secara

langsung tanpa proses. Akan tetapi harus ada prosedur hukum yaitu dari

penyidikan perkara oleh pihak penyidik (polisi) untuk selanjutnya

melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan serta pengajuan perkara ke

Pengadilan sebagai suatu proses kerjasama yang harus ditempuh oleh

lembaga terkait.

s2 R Soenarto So€rodibroto, 2006, KUHP

Yurisprudcttsi Mahl,amnh Agung Hoge Rnad, Edisi ke-s' I
don KUHAP, dibngtuPi doryan

akarta: Ralhwali Ptef, hal- 272'216'

sx lbid.
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Untuk mengadili perkara, maka berkas hasil penyelidikan

diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim guna mengungkapkan fakta

sebenarnya untuk diadili guna memperoleh kepastian hukum berdasarkan

keputusan majelis hakim sesuai dengan tindak kejahatan yang telah

dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar pemberlakuan hukum

yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan benar-benar menjunjung rasa

keadilan semua pihak.

Dari paparan dari dua perspektif hukum pidana Islam dan dan

hukum pidana Indonesia, maka dapat diasumsikan dengan memahami

pendapat ulama mazhab dalam hukum Islam sebagaimana Asy Syaukanl

bahwa hukuman Qisas ditiadakan, karena ada pernaafan dari si korban

yang di aniay4 berarti tidak ada hukuman balas atas pelaku. Dengan

demikian maka keberlakuan KHI Pasal 173, yang isinya:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

menganiaya berat pada pewaris.
b. Dipersalatrkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan
hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

menjadi tidak berlaku walaupun telah diajukan kepengadilan dan memiliki

putusan yang kekuatan hukum. Meski demikian menurut penulis bahwa

seyogyanya pelaku tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya

dengan dikenakan Diyal (denda) dibebankan kepada pelaku secara

keseluruhan yaitu biaya penyembuhan (pengobatan) korban yang terluka,

juga sebagai denda ganti rugi atas cacat fisik korban. Adapun menurut
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versi penulis tentang denda ganti rugi atas cacat tubuh korban dalam

tulisan ini, haruslah berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.

Jika pelaku tidak mampu membiayai pengobatan, maka biaya

pengobatan tersebut tetap diperhitungkan atau dipotong dari bagian waris

yang ia terima kelak sebagai pemberlakuan diyat sebagaimana pendapat

dari ulama mazhab tersebut di atas. Keberl akuan Diyat dalam fiqih

Jinayat, merupakan pengkiyasan hukum atas p€rbuatan yang telah

dilakukan oleh ahli waris yang telah melakukan tindak pidana kepada

muwaris. Konteknya dengan azas nulum delictum dalam hukum pidana

yang berlaku di Indonesia yaitu denda (diyat) merupakan suatu usaha

melindungi hak individu (si korban) dari pertakuan atau perbuatan

kesewenang-wenangan.
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BAB III

PERSPEKTIF ULAMA FIQIH KONTEKSNYA DENGAN PASAL I73
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERCOBAAN PEMBUNUHAN

SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

A. Persepsi Ulama Fiqih tentang Dapat atau Tidaknya Pelaku Percobaan

Pembunuhan dalam Menerima Warisan

Dalam masalah pembunuhan terhadap pewaris hart4 pada umumnya

para ulama pikih cenderung banyak membahas bahwa ahli waris yang tidak

dapat menerima warisan adalah disebabkan karena ahli waris telah

membunuh dengan sengaja terhadap pewaris harta. Sebagaimana Muhammad

Jawadr memaparkan bahwa pembunuhan yang sengaja dan tidak memiliki

alasan yang benar, nengakibatkan pelakunya terhalang menerima waris,

sebagaimana hadis Nabi Saw, dalam kitab hadis Sunan Ibnu Majahz:

-4,.

I * ,lti d ;i J*r'* )-,, ]" .4' l"l ,,tPt ? U.'iz;t:;
. it ) Ilrxr J\i P ) * ;t\ S- *\il;''jtl$,r) * # &,yV

Artinya: Memberitahukan kepada kami Muhammad bin Romhin (orang
Mesir) memberitahukan kepadaku Al-Lais bin Sa'ad dari Ishak bin Abi
FarwatL dari Ibnu Shihab, dari Humaidi dari Abi Hurairah bahwa
Rasulullah Saw bersaMa: '?embunuh tidak boleh mewarisi". (H.R.
ibnu Majah) 3

Kalau dilihat dari makna di akhil hadist di atas, s€cara umum

menyatakan bahwa pembunuh sama sekali tidak menerima warisan. Makna

pembunuh dari hadis tersebut tidak membedakan apakah perbuatan

1 Masykur (Irans) 2003, dalam Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazlab,
CeL Ke X, |akarta: Lentera Basritama, hal. 546.

2 Ibnu Ma.iah, (1343 H/1930 M), Sunan lbnu Majah, Betut: Darul Fikri, hal. 47
3 Abdullah Sonhaji (Irans), Terjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid 3, Cet. I, 1993,

Semarang: Asy-Syifa, hal. 43.
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pembunuh tersebut dilakukan disengaja, semi sengaja (percobaan) atau

pembunuhan tidak sengaja. Dengan makna hadis "Pembunuh tidak boleh

mewarisi" sebagaimana riwayat Abu Daud tersebut memungkinkan

munculnya ada argumentasi para ulama mazhab guna mempertegas konsep

pelaku pembunuhan yang masuk kategori dapat tidaknya menerima warisan.

Ulama mazhab yang berargumentasi bahwa percobaan pembunuhan

terhadap pewaris harta oleh ahli warisnya dapat mengahalangi dalam

penerimaan warisan, pendapat ini sebagaimana yang diungkapkan Imam

Syaf i menyatakan bahwa pembunuhan tidak sengaja, menghalangi hak

waris, persis dengan pembunuhan sengaja. Demikian pula halnya apakah

pelaku pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang anak kecil ataupun oleh

orang gila.a

Jika dicermati pendapat Imam Syaf i tersebut, dia cenderung pada

makna hakiki dari hadit di atas yang mengambil keumuman makna

pembunuhannya saja dan tidak membedakan apakah perbuatan pembunuhan

tersebut dilakukan dengan sengaj4 semi sengaja (percobaan) atau tidak

sengaja. Hal ini tergambar dengan pernyataan Syari'i bahwa pembunuhan

tidak sengaja ia tegaskan sebagai penghalang menerima hak waris, Syaf i

beranggapan pembunuhan tidak sengaja sama halnya dengan pembunuhan

sengaja.

Jika pemyataan Syaf i, yang beranggapan bahwa pembunuhan tidak

sengaja saja ia nyatakan sebagai penghalang menerima warisan, maka

a Masykur Op cit, hal.547
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dengan demikian percobaan pembunuhan justeru lebih menghalangi dalam

menerima warisan. Lebih lanjut Syaf i beranggapan bahwa dalam

pembunuhan tidak sengaja ini ia tidak membedakan apakah dilakukan oleh

anak kecil ataupun orang gila, ia tetap berpendirian bahwa status si pelaku

pembunuhan tidak dapat dijadikan alasan untuk memperoleh harta warisan

dari orang yang telah mati terbunuh oleh pelakunya.

Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambals mengatakan, bahwa

pembunuhan yang mengahalangi hak memperoleh warisan adalah

pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukumarq sekalipun dalam bentuk

harta. Dengan demikian, tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan yang

dilakukan karena menegakkan kebenaraq maka orang yang membunuh

seseorang sebagai qishash, untuk membela diri atau atas perintah hakim yang

adil terhadap seorang pemberontak dalam perang, maka ia menerima waris

dari orang yang dibunuhnya itu.

Sedangkan imam Abu hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang

menyebabkan terhalangnya hak atas waris adalah pembunuhan yang

mengakibatkan adanya qishosh, diyat atau kafarat, termasuk di dalamnya

pembunuhan tidak sengaja. Selain ungkapan tersebut imam Ahmad

menambahkan bahwa ia tidak memasukan suatu kematian seseorang yang

diakibatkan oleh perbuatannya secara langsung (seperti menggali lubang) dan

yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.6

5 lbitl,
6 lbid, hal54f,.
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Adapun pendapat ulama lainnya mengenai pelaku percobaan

pembunuhan dapat menerima warisan, dipaparkan mugniyah dengan

mengutip dari kitab Al-jawahir, bahwa kesengajaan anak kecil dan orang gila

dihukumkan sama dengan tindakan kekeliruan atau ketidaksengajaan,

sebagaimana halnya kekelituan itu mencakup semi sengaj4 contohnya adalah

seorang ayah yang memukul anaknya dengan maksud memberi pelajaran,

tetapi tiba+iba anak tersebut mati akibat pukulan ayahnya. Lebih lanjut

Mugniyah mengutip pendapat Sayyid Abu Hasan Al-Ashfahani pengarang

kitab Al-Wasilah, bahwa ada beberapa sebab yang dapat mengakibatkan

orang mengalamai kecelakaan, seperti menggali sumur di jalan, kemudian

kerabat si penggali terperosok kedalam sumur tersebut dan mati, maka orang

yang menggali sumur tersebut tetap dapat mewarisi harta kerabatnya yang

mati tersebut, meskipun sebelumnya ia wajib membayar ganti rugi dan diyat.

Jika sudah dikenakan hukuman ata:u diyat, maka tidak ada halangan bagi si

penggali sumur tersebut untuk menerima hak warisan.?

Dari dua pendapat di atas, terdapat dua pendapat yang berbeda yakni

pendapat Imam Syaf i menyatakan bahwa pembunuhan tidak sengaja oleh

ahli waris terhadap pewaris, maka akibat dari perbuatan tersebut dapat

mengahalangi penerimaan hak waris, dia menyamakan apakah perbuatan

tersebut dilakukan oleh anak kecil ataupun pelakunya orang gila. Pendapat ini

menunjukkan bahwa tidak membedakan orang yang melakukan tetapi yang

menjadi titik tekan Syaf i adalah perbuatan pembunuhan yang dilakukan

z lbitl, hal547
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seseoranglah yang menjadikan penghalang ahli waris menerima warisan

terhadap pemilik harta.

Sedangkan pandangan Imam Ahmad melihat latar belalakang

pembunuhan, jika pembunuhan karena menegakkan kebenaran menegakkan

hukuman gisftasft, atau untuk membela diri atau atas perintah hakim yang adil

terhadap pewarisnya yang ternyata seorang pemberontak, maka menurut

Irnam Ahmad dalam kondisi demikian pelaku pembunuhan tersebut ia tetap

berhak menerima waris dari orang yang dibunuhnya itu. Pendapat ini juga

diaungkanpan oleh Imam Abu hanifah sebagaimana diuraikan di atas, bahkan

Abu Hanifah menyatakan bahwa pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan

yang dilakukan anak kecil ataupun orang gila, mereka tersebut menurut

hanifah tetap dapat menerima waris4 sedangkan syafi'i menyatakan bahwa

pembunuhan tidak sengaja, dilakukan anak kecil ataupun orang gila dianggap

tidak boleh menerima warisan.

Dalam hal perbedaan pendapat di atas, penulis tidak serta-merta

mengambil salah satu pendapat, tanpa mengkaji secara mendalam tentang

status hukum pelaku percobaan pelaku pembunuhan dilihat dari dua asfek

hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia. Hal ini

sebagaimana pendapat al-Bayanuni mengatakan bahwa untuk sebagian umat

Islam, masalah khilafiah dalam fiqih sekilas tampak seperti pendapat-

pendapat pribadi yang disumsikan dalam padangan hukum Islam. Karena itu

wajarlah jika pendapat-pendapat tersebut banyak terjadi perbedaan. Dari

perbedaan tersebut ada pendapat yang benar dan ada pula pendapat yang
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keliru, mengenai benar atau salah dari pendapat tersebul adakalanya

mendapat dukungan dari sejumlah kelompok orang yang panatik terhadap

ulama yang didukungnya.E Untuk mencari argumen yang mendekati

kebenaran tentang dapat atyau tidaknya pelaku percobaan pembunuhan dalam

menerima hak warisnya, maka dapat dilihat dari sanksi yang diterapkan

kepada pelakunya.

B. Kecenderungan dapat atau tidaknya pelaku percobaan pembunuhan menerima

warisan dihubungkan dengan hukum Pidana Indonesia dan Pidana Islam.

Pada sub analisis ini penulis penulis memaparkan pembahasan pada

dua perspektif yaitu, hukum pidana dalam persepsi hukum yang berlaku di

Indonesia kemudian persepsi hukum pidana Islarn Jika sudah tergambar

tentang status hukuman, kemudian menghubungkan pula tentang status dapat

tidaknya pelaku menerima hak warisan jika sebelumnya dia telah melakukan

percobaan pembunuhan. Penentuan dapat atau tidaknya menerima warisan

tersebut tentu saja dilakukan berdasarkan pada pendekatan Kaidah Fiqih

Jinayah. Untuk sistematisnya paparan dimaksud, penulis uraikan sebagai

berikut:

1. Kecenderungan pelaku percobaan pembunuhan dikenakan sangsi dalam

persepsi hukum pidana Indonesia

Perbuatan percobaan merupakan suatu kegiatan yang mengarah ke

sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai

s M.A. al-Bayanuni, 1992 Menmlumi Hakikat Hukum lslam, Studi naxlah
Kontroaersial, Jaktta: Ikapi, hal. 7
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untuk melakukan sesuatu tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab'

Sehubungan dengan itu, maka R' Sugandi menjelaskan maksud Pasal 53

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa percobaan melakukan

kejahatan dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

maksud kejahatan itu sudah nyata, tindakan melakukan kejahatan itu

sudah dimulai, dan perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan

itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian'

tetapi bukan karena kehendak pelaku itu sendiri.e

Secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana' bahwa

percobaan disebutkan pada bab IV , Pasal 53 butir I sanpai butir

disebutkan

1) Mencoba melakukan kejahatan dipidan4 jit<a -nial 
untuk itu telah

ternyata dari adanya petaksanaarl dan tidak selesainya pelaksanaan

itu, Lukan semata-rnata disebabkan karena kehendaknya sendti'

2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan

dikurangi seP€rtiga.

3) Jika keJahatan tliancam dengan pidana mati..atau pidana penjara

seumur hidup, dijatuhkan pi<tana penjara paling lama lima belas

tahun
4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai'Io

Dengan adanya ketentuan pasat di atas, maka seorang dikatakan

melakukan perbuatan percobaan pembunuhan' apabila tersangka telah

berniat untuk membuat orang pingsan dan kemudian membunuhnya

dengan gas beracun. Tindakan yang demikian sudah ada tindakan

permulaan melakukan kejahatan pembunuhan ketika ia memasuki rumah

29

eR.sugandhi,KLLHPdanPenjelasannya,surabaya:Usaha-Nasional'1980'hal64'
roMoclatno, 1985 , Kitab lJniang'Llniang Hukun Pidam,lakarta: Bina Aksara' hal'
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dan kamar tidur orang lain, kemudian memukulnya dengan martil (palu)

yang dibawanya. Dengan demikian guna memastikan perbuatan kejahatan

tersebut dapat atau tidaknya dikenakan sanksi, maka dalam

memberlakukan hukum harus berdasarkan pada norma hukum yang

mengatumya.

Dalam bahasa hukum Prancis disebut dengan istilah "nullum

tlelicrum nulla poena sine preavia lege poenali" , a(inya "peristiwa pidana

tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada

terlebih dahulu".lt Sehubungan dengan istilah tersebut konteksnya dengan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dimuat dalam:

Pasal 1, ayat (t) Kitab Undang-Undang Hukum Pidam'

menyatakan "Tiada sesuatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas

kekuatan aturan pidana dalam.perundang-undangan yang telah ada,

sebelum perbuatan dilakukan. "

Dari pasal I ayat (l) di atas, menurut R' Soesilo, mengandung

suatu ,rzas perundang-undangan hukum pidana modem yang sangat brarti

bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana harus ditetapkan dalam

undang-undang yang sah. Hal tersebut guna mengantisipasi kemungkinan

bahwa larangan-larangan hukum cenderung hanya menurut adal

kebiasaan saj4 persepsi pidana adat pada dasarnya tidak dapat

diberlakukan untuk mempidanakan seseorang.'l

tr Ib l.
12 Moeliatno, KUHP, Loc cit, hal.3,
lr R. Soesilo, 799, Polak-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Llr/lurn dan Delik.Delik

Klasus, Bogor: Politela, hal 41.
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Argumen R. Soesilo tersebut merupakan suatu upaya melindungi

individu terhadap perlakuan sewenang-wenang dari pihak peradilan

arbiler (penguasa/pemerintah) yang mempidana orang tidak dengan

peraturan pidana terlebih dahulu, sehingga mendapat pertentangan yang

keras. Sebagaimana pendapat Montesquieu menegaskan bahwa hakim

tidak boleh mempidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dahulu'ra

Dari konsep hukum pidana tersebut dihubungkan dengan

hukuman terhadap pelaku percobaan pembunuhan, maka dalam Pasal 53

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah dipaparkan di

atas, maka menurut Sugandhi menjelaskarl kata "percobaan" ialah suatu

kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik

tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu tetapi tidak

terselesaikan karena suatu sebab. Dengan demikian perbuatan tersebut

dapat dijatuhi hukuman jika memenuhi beberapa syarat, yakni: maksud

kejahatan itu sudah nyata, tindakan melakukan kejahatan itu sudah

dimulai, dan perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak

terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudiarq tetapi bukan

karena kehendak pelaku itu sendiri.ts

Uuntuk dicermati dari hukuman percobaan melakukan kejahatan

termasuk percobaan pembunuhan sebagaimana maksud ancaman pasal 53

dalam KUHP di atas misalnya ; Perlama, jika seorang anak lelaki usia

dewasa telah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan

ta R. Soesilo, Ibid, hal 42.
rs R. Sugandhi, KLIHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional,198O hal' 64'
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perbuatan kejahatan pembunuhan terhadap ayahnya yang banyak memiliki

kekayaan, tetapi tidak mau membelikan motor untuknya, namun persiapan

alat tersebut bukan untuk dilaksanakan, melainkan hanya sekedar untuk

menakut-nakuti sang ayah agar mau menuruti permintaannya' Kedna,

seorang anak lelaki usia dewasa telah menyiapkan peralatan yang

digunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan pembunuhan terhadap

ayahnya yang banyak memiliki kekayaan, tetapi tidak mau membelikan

motor untuknya, tetapi niatnya tidak terlaksana karena dicegah oleh orang

lain. Dan Keliga, *orang anak lelaki usia dewasa telah menyiapkan

peralatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan

pembunuhan terhadap ayahnya yang banyak memiliki kekayaan, tetapi

tidakmaumembelikanmotoruntuknya.Ketikaanaktersebutmelakrrkan

penyerangan dengan sebelah pisau terhadap ayahnya, kemudian terjadi

perlawanan yang menyebabkan sang ayah luka di bagian tangan' Dan

sebaliknya si ayah melakukan serangan balik menggunakan kayu untuk

memukul tangan anaknya yang memegang pisau dan akhirnya pisaupun

jatutr,, dalam keadaan tidak memegang senjata si anak lari menghindari

pukulan kedua kali dari ayahnya. Dengan demikian upaya percobaan

pembunuhan tidak terlaksana dengan sempuma.

Dari ketiga contoh percobaan pembunuhan tersebut di atas, maka

hanya contoh kasus pertama dan kedua saja yang masuk dalam kategori

percobaan pembunuhan yang dapat dikenakan sanksi hukuman' Untuk

mengetahui sanksi hukuman percobaan pembunuhan dimaksud
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r6 Moeljatno, 1983 , Hukum Pidana, Delik'Delik Percobaan, Delik-Delik Petyettaan, CeL

Ke-1, Jakarta: Bina Aksara, hal. 14.

konteksnya dengan bunyi Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

ayat ('l) "Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah

ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,

bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Menurut

Professor Moeljatno menjelaskan; percobaan akan melakukan kejahatan

boleh dihukum kalau maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata,

dengan permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak

diselesaikan hanyalah oleh sebab hal-ikhwal yang tidak tergantung kepada

kehendaknya sendiri. r6

Berkenaan dengan sanksi pelaku percobaan pemnbunuhan tersebut

R. Soesilo berbeda pandangan dengan Moeljatno, maka R' Soesilo

mengungkapkan bahwa pada umumnya orang melakukan tindak pidana

itu hanya dapat dihukunL jikalau tindak pidana itu telah seluruhnya

diselesaikaq artinya semua unsur-unsur dad tindak pidana itu telah

terwujud. Sekarang bagaimanakah halnya jika orang tersebut hanya

melakukan sebagian saja dari unsur-unsur tindak pidana itu, atau dengan

kata lain jika orang itu telah memulai melakukan tindak pidana yang

dimaksudkan tidak sampai selesai? Dalam hal ini berarti kasus pidana

berhadapan dengan soal percobaan (poging). Sementara Undang-undang

tidak memberikan p€rumusan apakah yang dinamakan percobaan itu,

KUHP dalam Pasal 53 hanya memberikan tentang syarat-syaratnya agar

supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukurn
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Menurut kata sehari-hari yang disebut dengan percobaan yaitu

menuju ke sesuatu hal, tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau tidak

berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi titlak sampai selesar', misalnya

akan membunuh orang, telah melakukan penyerangan, tetapi orang yang

diserang itu tidak sampai mati. Sama halnya bermaksud mencuri barang'

akan tetapi barangnya tidak sampai terambil dan sebagainya.lT

Dari kedua pendapat pakar hukum di atas penulis cenderung

sependapat dengan kalimat terakhir Molejatno bahwa tindak pidana

percobaan dapat dikenakan hukuman. Hal ini selain secara logika

perbuatan percobaan pembunuhan masuk dalam kategori tindak pidana

percobaan, meskipun tidak diselesaikan namun tidak selesainya perbuatan

pelaku tersebut bukan atas kehendak pelaku secara pribadi, melainkan

atas pencegahan dari orang lain yang berupaya menghalangi

diteruskannya pidana pembunuhan. Lihat redaksi terakhir pendapat

Moeljatno di atas.

Selain argumen tersebut, penulis memasukkan percobaan

pembunuhan harus dikenakan sanksi hukuman, mengingat perbuatan

pelaku memang sengaja diniatkan dan ada keseriusan untuk mengincar

korban, seperti telah mempersiapkan alat yang dapat membahayakan atau

bahkan telah melakukan penyerangarL hanya saja tidak berakhir dengan

matinya korban.

r7 R. Soesilo, Loc cit,hal.76.
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Meski demikian, untuk menghindari adanya polemik dari kedua

pendapat pakar hukum pidana di atas tentang maksud Pasal 53 KUHP

rnengenai percobaan pidana, maka perlu ditelaah tentang bagaimana

pemberlakuan isi pasal tersebut, dihubungkan dengan pemeriksaan kasus

hingga pada penerapan sanksi hukuman bagi pelaku percobaan tindak

kejahatan. Telaah dimaksud adalah sanksi hukuman yang diterapkan

terhadap pelaku percobaan pembunuhan, pada dasarnya tidak serta merta

merujuk pada substansi isi Pasal 53 KUHP, tetapi melalui proses yang

dilakukan secara bertahap. Maksud dengan proses disini, adalah berawal

dari pengusutan atau penyidikan dan penyelidikan kasus (Rekonstruksi)

yang penanganannya dilakukan oleh Polisi untuk dimuat dalam berkas

arsip perkara (BAP), selanjutnya berkas arsip perkara tersebut diserahkan

oleh Kepolisian kepada pihak KejaksaarL dan pihak Kejaksaan setelah

mempelajari berkas dimaksud melimpahkan berkas kasus ke Pengadilan

Negeri untuk ditindaklanjuti dalam acara persidangan.

Konteksnya dengan sanksi hukumaq maka dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana di Indonesia, masuk dalam Bab KX tentang

Penganiayaan, yang juga dapat dikenakan sanksi hukuman sebagaimana

bunyi Pasal 351,352,354,355 dan Pasal 356 Kitab Undang-Undang

Hukium Pidana yang telah dipaparkan sebelumnya pada bab II.

Sedangkan KUHP tentang Menyebabkan mati atau luka-luka karena

kealpaan, sebagai sanksi hukuman sebagai berikut:

Pasal 360. (l) barang siapa karena kealpaannya menyebabkan
orang lain luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling
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lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama I (satu) tahun. (2)

barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka
sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu
tertentq diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)

bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
tinggi empat ribulima ratus rupiah.rE

Ketentuan sanksi bagi pelaku percobaan kejahatan atau perbuatan

yang melukai orang lain, meskipun secara teoritis sudah diatur dalam

instrumen hukum dalam bentuk perundang-undangan, namun tidak serta

merta instrumen hukum tersebut dapat diterapkan secara langsung tanpa

proses. Oleh sebab itu untuk mengadili perkar4 hasil penyelidikan

diseratrkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim guna mengungkapkan fakta

sebenarnya untuk diadili guna memperoleh kepastian hukum berdasarkan

keputusan majelis hakim sesuai dengan tindak kejahatan yang telah

dilakukan oleh terdakwa.

2. Kecenderungan pelaku percobaan pembunuhan dikenakan sangsi dalam

persepsi hukum pidana Islam

Percobaan pembunuhan dalam persepsi hukum pidana Islam tidak

membedakan pidana selesai dan pidana tidak selesai sebagaimana hukum

pidana di Indonesi4 tetapi konsep dalam pidana Islam bahwa perbuatan

percobaan melakukan tindak pidana dapat dapat dilihat substansi sanksi

hukuman, akan tetapi jika pelaku pidana percobaan pembunuhan bertaubat

maka sanksi hukuman tidak dapat dikenakan kepada pelaku. Hal ini

tB lbid
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sebagaimana pendapat Djazuli menjelaskan, bahwa yang menjadi

perbedaan pendapat di kalangan ulama, imam Abu Hanifah, Malik, Syaf i

dan Ahmad sependapal, bahwa bertaubatnya pelaku percobaan

pembunuhan tidak dapat menghapuskan hukuman. Sedangkan sebagian

ulama yang laiq yakni dari kalangan Syaf iyah menyatakan bahwa taubat

seorang pelaku kejahatan dapat menghapuskan hukuman.le

Pendapat kalangan Syaf iyah bahwa pelaku kejahatan yang

bertaubat dapat menghapuskan hukuman dimaksud, Djazuli dalam

tulisannya menyadarkan pada Q.S. Al-Maidafo, ayat 34, sebagai berikut:

triL"bi 3i\.r\L:t3 '#\i,* oi,F ";iju 3-;lr Vl

+3
Artinya: "Kecuali orang-orang yang Taubat di antara mereka sebelum

kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka Ketahuilah

bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Shihab mengutip pendapat Imam Malik tentang sanksi hukuman

pada ayat 33, yakni empat rnacam hukuman yang disebut dalam ayat

tersebut, diserahkan kepada aparat yang berwenang untuk memilih yang

mana yang paling sesuai lagi adil dengan kejahatan pelaku. Hanya saja

jika pelaku itu membunuh, maka nyawanya pun harus dicabut, dan dalam

hal ini yang berwenang (aparat) memilih antara menghabisi nyawanya

1e Djazuli, Loc cit. hal22-2i.
20 Depap Rl, Op cit.
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dengan cara di salib atau dengan cara yang biasa saj4 dan mereka

(petugas) tidak diperkenankan memilih cara lainnya.2r

Lebih lanjut Shihab menjelaskan bahwa siapa yang telah melakukan

kejahatan, kemudian ia datang menyerah secara sukarela dan menyesali

kesalahannya, maka seluruh sanksi hukum yang disebut oleh ayat ini (al-

Maidah ayat 34) gugur atau tidak berlaku terhadapnya. Ketentuan ini

merupakan salah satu bukti bahwa tujuan hukum dalam tuntunan al-Qur'an

bukan sekedar pembalasan-tetapi bahkan- lebih banyak berupa pendidikan.

Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menggugurkan aneka

sanksi hukum Allah, jika pelakunya benar-benar bertaubat. Ini mereka

kuatkan dengan juga dengan riwayat yang menyatakan bahwa sahabat

Nabi Saw kedatang kepada beliau agar dijatuhi sanksi hukum, yang

bersangkutan memohon hal tersebut setelah berwudu dan sebelum sholat.

Setelah selesai sholat ia mengulangi permohonannya, maka Rasulullah

Saw, menjawab: "bukankah tadi anda telah berwudu' dan sholat

bersama12

Selain penjelasan di atas, Djazuli menambahkan relevansi ayat lain

dengan pokok bahasan sebagaimana Q.S an-Nisa, ayat 17, sebagai

berikut2s:

l'*z--; t..Ji ht it{i '"* uryj:tt
t
zlj UdJ

2r M. Quraish Shihab,2001, Tafsir Al-Mishbah, jilid 3, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera
Hati, hal. 80.

z Shihab, Ibid.
ahl,
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Artinya: "Sesungguhnya Taubat di sisi Allah hanyalah Taubat bagi orang-

orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang

Kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah
yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana."

Dari kedua ayat di atas menurut Shibab, merupakan salah satu bukti

rahmat dan anugerah Allah kepada manusia hanyalah taubat bagi orang-

orang yong mengerjakan kejahalan, baik dosa kecil maupun besar

lanlaran kejahitan, yakni di dorong oleh ketidaksadaran akan dampak

buruk dari kejah alan illu, yang kemudian mereka bertaubal dengan segera,

yakni paling lambat sesaat sebelum berpisahnya roh dari javd, maka

mereka itulah- yang kedudukannya cukup lnggi- yang diterima Allah

taubatnya; dan Allah sejak dahulu hingga kini Maha Mengetahai siapa

yang tulus dalam taubatny a lagi Maha Bijal<sana, yakni menempatkan

segala sesuatu pada tempatnya secara wajar, sehingga Dia menerima

taubat siapa yang wajar diterimanya dan menolak siapa yang pantas

ditolak taubatnya.

Berkenaan dengan sanksi hukuman, dilain sisi Shihab juga

berkomentar bahwa ada sebagian ulama berpendapat (dalam tafsirnya

tidak diungkapkan ulama dimaksud) bahwa sanksi yang dimaksudkan oleh

pemohon itu adalah berupa had akibat. pelanggaran yang mengharuskan ia

di dera. Jika demikian , sanksi dapat gugur jika yang bersangkutan

bertaubat dan berbuat baik seperti bunyi ayat tersebut yakni (al-Maidah

ayat 34). Sedangkan ulama lain memahami hadis tersebut bukan dalam

kaitan sanksi/had yang dipahami oleh pakar-pakar hukum. Dosa yang
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dimaksud menurut kelompok ulama ini adalah dosa-dosa kecil yang tidak

berakibat sanksi hukum duniawi.2a Adapun kataialrl menurut Shihab pada

mulanya berarti gerak. Ia adalah gerak yang mengantar manusia kepada

suatu sikap atau aktivitas yang menjauhkannya dari kebenaran, kesabaran,

dan ke lapangan dada. Atas dasar ini, mufassir al-Baqi' memahami ayat

tersebut melakukan dosa dalam keadaan kelemanahan dalam aka[, atau

gerak yang menjadikan ia bagaikan tidak tahu".

Mengenai pemberlakuan hukum bagi pelaku percobaan pembunuhan

dapat dikenakan hukuman ta'zir menurut Ahmad Hanafi, memiliki

kesamaan dengan konsep Djazuli. Ahmad Hanafr menyatakan bahwa teori

tentang p€rcobaan pembunuhan ia sebutkan dengan istilah jarimahzs.

Menurut Hanafi, istilah 'lercobaan" dalam pengertian teknis yuridis juga

tidak dikenal oleh para fuqaha. Mereka hanya mengistilahkan percobaan

dengan sebutan Jarimah yang telah selesai atau Jarimah yang belum

selesai.26

Meski demikiaru mengenai hukuman pelaku percobaan tindak

pidana menurut Ahmad Hanafi, jika seseorang pelaku yang telah memulai

perbuatan Jarimah-nya, adakalanya dilakukan secara tuntas dan

adakalanya tidak tuntas. Jika tindak pidana dilakukan secara tuntas, maka

sudah sepantasnyalah pelaku dikenakan sanksi hukuman terhadap

perbuatannya. Akan tetapi jika perbuatan tindak pidana tersebut tidak

za Shihab, Ihrd.
2s larimah yaitu delik atau tindak pidana. Lihat Ensiklopedi Hukun Islam jilirl 3,

Jakartai Van Hoeve. 1997. hal. 806.
6 Ahmad Hanafi, Loc cit, hal. 118.
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selesai, baik karena terpaksa maupun atas kesadaran pribadi. Jika tindak

pidana tersebut tidak selesai karena, bukan karena keinginan pribadi, tetapi

karena dicegah atau tertangkap oleh orang lain, atau karena kekurangan

sarana (alat) dalam melakukan tindak pidana, maka percobaan

pembunuhan seperti ini tetap dikenakan sanksi hukuman sebagai

pertanggung jawabannya.2T

Sebaliknya jika tindak pidana yang tidak selesai, karena kesadaran

pribadi pelaku dan dia menyesal serta bertaubat kembali ke jalan Allah,

maka ia tidak dikenakan sanksi hukuman atau hapuslah hukumannya,

meskipun Jarimah yang dilakukannya telah selesai.2t Dalam pendapat

yang terakhir ini hal ini, Hanafi menyandarkan alasan pada Q.S. al-

Maidatu ayat 34, seperti diungkapkan oleh Djazuli maupun pandangan

Shihab di atas.

Pemaparan tentang hukuman bagi pelaku percobaan pembunuhan,

baik Ahmad Hanafi maupun Djazuli, dimana keduanya menghubungkan

dengan konteks Al-Qur'an surat Al-Maidab ayat 34 dan surat an-Nisa,

ayat 16 dan beberapa pendapat ulama golongan Syaf iyah dan juga

golongan Hamfiyah bahwa jika pelaku percobaan pembunuhan telah

bertaubat, maka perbuatan percobaan pembunuhan yang seyogyanya

mendapat hukuman, meskipun hal ini bukan merupakan suatu kesimpulan

akhir, namun penulis cermati bahwa mereka cenderung membebaskan

pelaku dari hukuman.

17 thid.727.
?8 lbitl.723.
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. *J.",rur ..:' r 3u i';.u: e.,6- lr'"euAt $fi,t ;uP. ;( : JrodV,l &
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ULllr
Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas, Nabi Saw berkata: "Konon di

kalangan Bani Israil hanya ada hukuman Qisas (balasan) dan tidak
berlaku Dryat (denda) pada mereka. Lalu Allah Ta'ala berfrman
ditujukan kepada umat ini (Muhammad), diwajibkan atas kalian

Qisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh; orang

merdeka dengan orang merdeka maka barang slapa

mendapatkan pemaafan dari saudarany4 hendaklah (orang yang

memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang

(orang yang dimaaftan) membayar diyat (denda) kepada pemberi

maaf dengan cara yzurg baik pula, -selanjutnya kata Ibnu Abbas:

"Pemaafan ialah diterimanya denda dalam pembunuhan terencana,

sedangkan mengikuti dengan cara yang baik, yaitu p€nuntutnya

mengikuti dengan cara yang baik dan pihak yang dituntut
melaksanakan tuntutan itu terhadap si Penuntut dengan cara yang

baik pula" -Yang demikian merupakan suatu keringanan dari
Tuhan kalian dan suatu rahmat--yakni dalam hal yang diwajibkan
atas orang-orang sebelum kalian-". (Q.S. al-Baqarah: 178) (HR'
Bukhari)2Y

Hadis di atas memiliki relevansi dengan bahasan penulis, sebab

perbuatan melukai orang lain bahkan menumpahkan darah seseorang

dapat dimasukan dalam kategori percobaan pembunuhan, meskipun

zg AI Bukhari. Muhammad ibn Ismail, 7981. Slwhih al-Bukha'i. Juz IV. Mesir : Darul
Fikri. Hal. 79.
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perbuatan tersebut dianggap tindak pidana tidak selesai. Sehubungan

dengan hukuman pelaku tindak pidana, maka dari kedua hadis di atas,

Asy Syaukani mengutip pendapat al-Atrah, Syaf i, Hanafi dan para

pengikutnya menjelaskan bahwa kalimat ". . . dia boleh memilih salah

satu diantara dua pilihan: boleh menuntut denda dan boleh pula menuntut

hukuman bunuh": menurut yang terskat, hak memilih ini diberikan

kepada pewaris orang yang di bunutu baik pewaris itu dengan nasab atau

dengan sebab.25

Selanjutnya Syaukani mengutip pendapat lain seperti az-Zutti

dan Maliki, berpendapat: Hak pffi itu khusus bagi pewaris ashabah.

Karena, hal itu di syari'atkan untuk menghilangkan cela. Jika pewaris

memberikan maaf, maka Diyat itu sep€rti harta warisan. Berbeda dengan

dari Zuhri dan Maliki, Ibnu Sirrien berpendapat bahwa hak pilih untuk

Qisas dan Diyat dfthususkan kepada para pewaris dari nasab. Karen4

hak pilih ini diberlakukan untuk penyembuhan. Pendapan Sirien ini

menurut Syaukani merupakan pendapat sanggaharl bahwa hak pilih ini

diberlakukan adalah demi menjaga darah yang telah ditumpahkan

sebagaimana firnnn Allah Swt, dalam Q.S. al-Baqarah ayat 179, "dm

dalam Qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu . . . "26

Jika memperhatikan beberapa pendapat yang diungkapkan

Syaukani di atas, pada dasamya mereka menyerahkan pilihan hukuman

5 Adib Bisri Th -., (Irans) karya Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authnr,

Semarang: Asy-Syifa, hal. 322.
25 lbid.



kepada ahli waris pihak yang dirugikan untuk mengambil altematif

hukum apakah dikenakan hukuman Qisas, hukuman Diyat ataukah

pengampunan kesalahan. Dari altematif hukuman yang diserahkan

kepada ahli waris tersebut, muncul pertanyaan bagaimanakah jika pelaku

tindak pidana tersebut justru dilakukan oleh ahli waris sendiri? Apakah

alternatil hukuman Qisas, Diyat atau penghapusan kesalahan oleh ahli

waris lain juga berlaku terhadap tindak pidana yang diperbuat oleh ahli

waris tersebut?

Menyikapi pertanyaan tersebut, Asy Syaukani kembali

mengungkapkan pendapat para ulama mazhab, diantaranya Imam Malik,

Abu Hanifah, Imam Syaf i, bahwa hukuman Diyat (denda) mengikuti

hukuman Qisas yang digugurkan (ditiadakan). Di satu sisi Syaukani

mengutip pendapat para ulama mazhab tersebut, namun di sisi lain ia

menyatakan bahwa yang memperkuat tidak adanya penggugwan Diyat

(denda), adalah firman Allah Sw: .... Maka barang siapa yang mendapat

suatu pemaafan dari saudarany4 hendaklah (yang mernaafl<an) mengikuti

dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maafl membayar

(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).. '"27.

Redaksi firman Allah Swt, tersebut terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah2s

ayat 178, berikut ini:

' 

p1...>!4 41',i'tir,:isliLq,"iut *i or ,^',_b'#...

Y Ibirl. hal,3?3.
zs Depag RI, t th, Al-Qur' an danTerjennhnyq laka*a, hal 778
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Dari ayat tersebut Syaukani melanjutkan penjelasannya, bahwa hukuman

Diyat gugur merupakan perbuatan yang makruf dan ikhsan atau dengan

cara yang baik lebih diutamakan atau didahulukan, karena kewajiban

memaafkan mengharuskan siksa hukuman ditiadakan. Sikap yang

demikian merupakan suatu keringanan dan rahmat dari Allah2e

Selain penjelasan yang diungkapkan di atas, Ibnu Rusyd

mengungkapkan tentang pernaafan korban yang terbunuh sebelum

meninggal dunia kaitannya dengan status hukuman pelaku pitlana' Dalam

hal ini Ibnu Rusyd mengutip pendapat Imam Malik, Abu Hanfah dan al-

Auza'i, apabila korban memaafl<an kejatr,atan pembunuhnya pada

pembunuhan sengaj4 maka pemaafan tersebut dapat dibenarkan' Meski

demikian Ibnu Rusyd mengutip pendapat ulama lain, seperti Abu Tsaur

dan Daud, bahwa pemaafan tidak mengikat dan bagi wali korban boleh

meminta Qisas, Diyat dan boleh pula memaafl<an sebagaimana yang

dilakukan korban tindak pidana.3o

Alasan dari tiga alternatif tersebut laqiut Ibnu Rusyd bahwa Allah

menywuh kepada wali korban untuk memilih antara tiga hal yaitu

pemaafan, plsos, atau Diyor, mengingat hal tersebut berlaku umum untuk

setiap orang yang di bunuh, baik ia memaafl<an sebelum meninggal

ataupun tidak memaafl<annYa.3 
I

2e Asy-Syaukani, OP cil.
:o Abduirahman, th 190(Irans) Bidayatul Mujtahitl, karya Ibnu Rusyd, Semarang:

Asy-Syif4 hal. 546.
31lbid.
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Memperhatikan pemaparan yang diungkapkan Ibnu Rusyd

tentang hukuman berlaku umum untuk setiap pelaku pembunuhan

termasuk percobaan pembunuhan, jika ada ungkapan maaf dari si korban

dan juga walinya, dalam hat ini menurut pendapat penulis diperlukan ada

dua kemungkinan.

Pertamd, penulis sepakat pelaku pidana tidak dikenakan Qisas,

jika ada pemaafan dari si korban sebelum meninggal dunia, tetapi pelaku

tetap dikenakan hukuman yang berlaku secara umum bagi pembunuh

dalam bentuk hukuman kunrngan di penjara. Mengenai lamanya waklu

kurungan penjar4 hal ini diserahkan kepada hakim pengadilan yang

memutuskan berdasarkan kronologi tindakan pidana yang ia dilakukan'

Sebaliknya jika korban langsung meninggal secara tragis seperti

pembunuhan dengan cara mutilasi, yaitu memotong-motong anggota

tubuh, maka pelaku pembunuhan seyogyanya dikenakan hukuman bunuh

bukan atas permintaan wali nasab, melainkan berdasarkan putusan

pengadilan yang berwenang.

Kedua, j:/l.a korban tindak pidana tidak meninggal dunia,

melainkan hanya luka karena percobaan pembunuhan, maka selain

pelaku dikenakan hukuman berdasarkan proses persidangan di

pengadilan, juga dikenakan Diyat (denda). Maksud Diyat disini, untuk

biaya penyembuhan korban yang luka dibebankan kepada pelaku secara

keseluruhan, juga sebagai denda ganti rugi atas cacat fisik korban'
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Mengenai denda ganti rugi atas cacat tubuh korban dalam tulisan ini'

menurut versi penulis atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pertimbangan dari kedua hukuman karena memiliki efek jera

(pelajaran) baik bagi pelaku, juga bagi pihak lain agar tidak melakukan

hal serupa. Seseorang tidak dapat berlaku se-wenang-wenang terhadap

orang lain, mengingat akan ada sanksi hukuman yang akan dihadapi

setelah kejahatan dilerkukan sebagaimana 2 kemungkinan hukuman yang

telah penulis kemukakan di atas. Dengan demikian pemberlakuan hukum

di masyarakat dapat berjalan dengan semestinya guna menjamin

keamanan, kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum bagi para

pencari keadilan.

3. Dapat atau tidaknya pelaku percobaan pembunuhan memperoleh hak

warisan dalam pendekatan kaidah Fiqih Jinayah

Jika memperhatikan perbuatan pidana seseorang atau &berapa

orang dalam melakukan pembunuhan, menurut Zainudin Ali32

mengkalisifrkasikan menjadi 3 (tiga) kelompok; Pembunuhan sengaja,

yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk

membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang di pandang layak

untuk membunuh. Pembunuhan lidok di sengaia, yaitu perbuatan yang

dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang

mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh; seseorang

24.

sz Zainuddin Ali, 2ffi7, Hukun Pfulana lslan, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, hal.
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melakukan penebangan pohon, kemudian pohon yang ditebang tersebut

tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninngal dunia.

Pcnrbunuhan Semi Sengaja, yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh

seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mendidik. Sebagai

contoh: seorang guru memukul penggaris ke kaki seorang muridnya, tiba-

tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru

tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja'

Dari ketiga klasifikasi pembunuhan tersebut, menurut penulis yang

mendekati pada percobaan pembunuhan adalah pembunuhan sengaja.

Adapun pembunuhan semi sengaja maka harus dilakukan penyelidiklan

secara mendalan; yakni apakah penggaris yang digunakan merupakan alat

yang dapat mebahaayakan atau tidak. Jika penggaris yang digunakan

untuk memukul setebal 1,5 Cm dan panjangnya I meter serta dipukul

dengan kekuatan penu[ maka sudah selayaknya pukulan dan alat yang

digunakan dapat membahayakan terhadap orang yang dipukul.

Sebaliknya jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan

tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang di

pandang layak untuk membunutq namun orang yang direncanakan untuk

dibunuh ternyata hanya mengalami cedera, maka tindakan penderaan atau

melukai tersebut tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan hukum

dalam Al-Qur'an3l, AUah berfirman di dalam surat al Maidah ayat 45

sebagai berikut:

33 Dcpag RI, t t, Al-Qur'an,.., Op cit,hal.767
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Menurut Zainuddin, dalil hukum yang tercantum pada ayat al-

Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa pidana pembunuhan dalam

pengertian hanya melukai atau mencederai, maka sanksi terhadap

pelakunya yaitu qishash yang sebanding dengan perbuatannya. Lebih

lanjut ia mengutip pendapat Arif Furqaq bahwa apabila seseorang

melakukan tindak pidana terhadap orang lain, seperti menusukkan badik

atau parang kebagian perut, maka pelakunya dikenakan sanksi hukum

yaitu ditusuk perutnya dengan badik atau parang yang menjadikannya

menderita sebagaimana orang lain menderita karena perbuatan yang ia

lakukan. Selain itu dapat pula ia dikenakan hukuman bila pihak korban

memaafkannya. Dalil hukum dimaksud, mengungkapkan bahwa mata

dibalas dengan mata, telingga di balas dengan telingga, hidung di balas

Artinya: Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi,
dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan
(hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa
baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
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dengan hidung dan seterusnya, merupakan sasaran yang dijadikan qishash

atas anggota tubuh yang dilukai.ra

Adapun kaidah-kaidah dalam fikih Jinayat tentang sanksi

berkenaan dengan maksud jahat maka suatu keharusan dikenakan sanksi.

Adanya sanksi dimaksud menurut Jaih Mubarok, dimaksudkan untuk

mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga

terpelihara dari kerusakan ataupun berbuat kerusakan, selamat dari

berbuat kezaliman dan kesesatarL tertahan dari berbuat maksiat dan

mengabaikan ketaatan. Sehingga adalah wajar jika sanksi hanaya

diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat

agar mereka tidak mau mengulaagi lagi perbuatannya. Selain itu sanksi

juga dapat mencegah bagi orang lain agar tidak berbuat serupa, dengan

demikian sanksi itu harus bersifat objektif Sebagaimana dirumuskan

sebuah kaidah fikih :

V-iatiye'j'f
Artinya: Setiap orang yang melakukan jarlpah, maka dialah yang harus

mempertanggung jawabkannya". "

Kaidah dimaksud lanjut Mubarok, mengandung arti bahwa orang

yang harus mempertanggung jawabkan suatu perbuatan jarimah adalah

mereka yang melakukan perbuatan tersebut yang didasari dengan maksud

jahat sedangkan orang yang tidak terlibat secara langsung maupun tidak

u Zainuddin Ali Op cit, hal. 34
3s A. Diazuli, (ed), 2004, Kaidah Fiqh Jinayah (asas-asas hukum pidana Islam),

Bandung: Pustaka bani Quraisy, hal 18,
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boleh dikenakan tuntutan sanksi. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt36

dalam surat laathir ayat l8:

',"ua'+ Ui" i qb J)iiri Lb ob' .r;\ i:: t )o il 't.,

I

'o'"tti'6( S5

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain
dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain)
untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya
sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.

Berdasarkan pada paparan di atas, maka jika terjadi tuntutan lantas

bagaimanakah sanksi tersebut diterapkan terhadap pelaku? Dari

pertanyaan ini, Zainudddin memaparkan tentang sanksi hukum bagi

pembunuh yang berakhir dengan pencederaan korban, sebagai berikut:

a. pelaku pembunuhan yang sengaja, pihak keluarga korban dapat

memilih 3 alternatif, yaitu (1) qrslrash yaitu hukurtlan balasan yang

setimpal dengan yang dialatrti korban, (2) diat yallu pelaku pidana

harus membayar denda 100 ekor unta atau 200 ekbr sapi atau 1000

ekor kambing yang diserahkan kepada keluarga kotban.

b. Pelaku pencedera dalam bentuk menusuk badik atau parang ke

bagian perut korban, maka pelakunya dikenakan sanksi hukum

yaitu ditusuk perutnya dengan senjata serupa. Atau jika si korban

memaafkan perbuatan pelaku kejahatan tersebut, maka pelaku

tidak perlu di balas dengan qishash (balasan) tetapi dapat

dikenakan hukuman lain seperti penjara kurungan.3T

36 Dcpag RI Loc cif,
37 Zainuddin, Loc cif, hal 35
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Lebih lanjut, jika percobaan pembunuhan tersebut terjadi antara

pewaris dan ahli waris, misalkan pewaris pada awalnya ditusuk oleh

ahli warisnya dengan maksud membunuh, namun si korban hanya

mengalami luka-luka. Kemudian pewaris memaafkan perbuatan ahli

waris tersebut, sebaliknya ahli waris yang melukai menyesali

perbuatannya dan ia bertobat. Dalam kasus seperti ini penulis

cenderung pada pendapat Arif F'urqan, bahwa ia dikenakan hukuman.

Bentuk sanksi hukuman disini penulis cenderung menyarahkannya

kepada pihak yang berwengang (pengadilan) untuk mengadilinya.

Sedangkan mengenai apakah ia dapat mewarisi harta warisan dari

pewaris yang sebelumnya ia lukai, maka hal tersebut penulis

cenderung menyerahkan kepada kebijakan pewaris harta tersebut. Jika

pewaris harta tidak memberi hak waris, karena perbuatan kejahatannya

mencoba membunuh terhadap pewaris, maka pemberlakuan Pasal 173

Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan, sebaliknya jika pewaris

menyatakan kalau ia meninggal dunia ahli waris yang telah berbuat

jahat kepadanya dapat diberikan harta warisan, maka Pasal 173

Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku walaupun telah diajukan

kepengadilan dan memiliki putusan yang kekuatan hukum. Dengan

tidak berlakunya Pasal 173 tersebut, sehingga ia berhak memperoleh

bagian warisnya kelak apabila si muu,aris meninggal dunia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

l. Percobaan pembunuhan dapat dikenakan sanksi menurut hukum pidana

Islam, memiliki tahapan yang mengarah pada perbuatan pidana (Jarimah),

yakni ada niat, ada alat dan ada pelaksanaan perbuatan. Sedangkan

menurut hukum pidana di Indonesi4 memiliki persyaratan yakni: maksud

kejahatan itu sudah nyata, tindakan melakukan kejahatan itu sudah

dimulai, dan perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan meski

tidak berakhir dengan terbunuhnya korban atau disebut dengan tindak

pidana pembunuhan tidak selesai. Dalam hukum Islam jika pelaku

percobaan pembunuhan telah mendapat pengampunan dari si korbaru

maka ketentuan normatif atas tindak pidana seperti qisas tidak dapat

diberlakukan kepadany4 tetapi secara patut (arif) ia tetap dikenakan

denda sebagai biaya penyembuhan atau perawatan korban atas

pembuatannya.

2. Persepsi Ulama Fiqih konteksnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal

173 tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan, jika

pelaku mendapat pemafaan dari si muwaris yang dijadikan korban

percobaan pembunuhan, maka ia berhak mendapat bagian warisnya kelak

apabila si muwaris meninggal dunia, sebab pengadilan tidak dapat

memberlakukan Pasal 173 mengingat tidak ada pengaduan atau gugatan

hukum kelembaga yang berwenang.
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B. Saran

l.Dalammenerapkansanksiketerhalanganhakahliwarisdalammenerima

warisanhartasebabiamebunuhpewarisnya,hendaknyatidaksertamerta

menerapkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, ataupun pendapat ulama

mazhab, tetapi dilakukan kecermatan dan kearifan dalam penggunaan

payung hukum yang dijadikan dalil.

2. Untuk pemberlakuan sanksi keterhalangan menerima waris karena

perbuatan percoabaan pebunuhan tersebut, seyogyanya diserahkan kepada

orang yang berkompeten menangani perkara pidana, guna mendapat

gambaran tentang berat atau ringannya sanksi yang diterapkan' Meski

sanksi hukuman demikian berat, namun jika ahli pewaris yang menjadi

korban dari percobaan pembunuhan tetap berkeinginan memberikan hak

waris, maka hal tersebut adalah hak pewaris yang dapat menggugurkan

ketentuan yang melarangnYa.
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